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ABSTRAK 

Samsul Hidayat, Martoyo S.H.I., M.H., 2018: Analisis Perjanjian kerja pada PT. GO-Jek 

Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah. 

 

Go-Jek dianggap sebagai media transportasi yang efektif dan efisien dalam segi perjalanan, 

pemesanan makanan, dan pemesanan barang yang dapat diakses melalui media elektronik yaitu 

Handphone Android. Hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dan driver adalah hubungan 

kemitraan yang mempunyai kedudukan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan 

tersebut. Penerapan perjanjian kerja sebagai perjanjian baku yang dibuat sepihak, tentunya 

berpotensi menimbulkan suatu permasalahan hukum khususnya perlindungan terhadap driver PT. 

Go-Jek perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. 

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perjanjian kerja PT GO-JEK 

indonesia? 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja PT GO-JEK Indonesia? 3) Bagaimana 
akibat perjanjian kerja PT GO-JEK Indonesia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hokum normatif. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Dan sumber penelitiannya yaitu primer dan skunder. Pengumpulan bahan 

hokum yaitu, mencari bahan-bahan hukum yang relavan terhadap isu yang dihadapi.. Analisis 

bahan hokum menggunakan metode deduktif induktif.  

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Bahawa dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh PT 

Go-jek tersebut  berupa perjanjian elektronik dan merupakan perjanjian kerjasama kemitraan. 

Prinsip utama perjanjian kemitraan ialah adanya unsur kesetaraan maka kedudukan mereka harus 

sejajar dan seimbang. 2) Bahwa dalam pelaksaan praktik perjanjian kemitraan antara PT. Go-Jek 

dengan Driver terdapat hak dan kewajiban yang harus di laksanakan oleh masing-masing pihak. 

Hak dan kewajiban antara para pihak tidak seimbang dan proporsional karena klausul perjanjian 

telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia), yang bertujuan untuk 

memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak mitra (driver GO-

JEK). Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan yang berorientasi posisi para pihak setara dan 

mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak. 3) Bahwa menurut KHES 

perjanjian yang di buat oleh PT Go-jek tersebut  adalah perjanjian baku yang diterapkan PT. GO-

JEK Indonesia dengan Mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip keseimbangan (tawāzun). 

Secara hukum Islam, akibatnya perjanjian tersebut menjadi fasad (dapat dibatalkan). Dan didalam 

UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan belum mengatur adanya perlindungan hukum bagi 

miitra go-jek yang kedudukannya seharusnya seimbang namun faktanya tidkan seimbang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era teknologi yang semakin berkembang saat ini memberi 

pengaruh besar pada inovasi munculnya perusahaan-perusahaan yang 

mengandalkan internet sebagai sektor bisnisnya. Salah satunya adalah 

perusahaan teknologi aplikasi PT Go-Jek Indonesia sebagai perusahaan yang 

mengakomodir ojek konvensional menjadi ojek berbasis online. Hubungan 

hukum yang timbul akibat hubungan kemitraan antara pengemudi Go-Jek 

dengan PT Go-Jek Indonesia rentan menimbulkan perselisihan karena terdapat 

pengaturan secara sepihak dan memuat klausula eksonerasi yang seharusnya 

dilarang oleh Undang-Undang. 

Payung hukum mengenai sistem ketenagakerjaan di Indonesia terdapat 

pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan. Pemakaian istilah 

tenagakerja, pekerja, dan buruh pada dasarnya harus dibedakan sedangkan 

tenaga kerja adalah  setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

untuk masyarakat2.  

                                                             
2Hal ini ternaktub pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 

selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, tenagakerja., sedangkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan),  pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja  

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
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Jumlah tenaga kerja yang tersedia di Indonesia  tidak seimbang dengan 

jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar tenaga 

kerja yang tersedia adalah yang berpendidikan rendah atau tidak 

berpendidikan sama sekali. Mereka kebanyakan kurang memiliki pengalaman 

kerja atau kurang memiliki skill dalam bekerja, sehingga posisi tawar mereka 

menjadi rendah.3 Selain itu mereka kurang memperhatikan aspek regulasi 

yang ada. 

Di Indonesia salah satu peluang kerja yang banyak diminati untuk 

mengurangi tingkat pengangguran salah satunya ialah bekerja disektor industri 

transportasi darat, dimana transportasi ini merupakan perantara dalam 

membantu baik dari segi perjalanan, pemesanan makanan dan pemesanan 

barang yang mana hal ini sering memakai jasa transportasi ojek online. 

Di Indonesia Banyak jenis trasportasi umum yang bergerak di bidang 

jasa ojek, yang mana paling banyak diminati dan berdampak positif bagi 

pengguna jasa maupun pekerja disektor transportasi online adalah Go-jek. Go-

Jek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri 

transportasi ojek. Go-Jek dianggap sebagai media transportasi yang efektif dan 

efisien dalam segi perjalanan, pemesanan makanan, dan pemesanan barang 

yang dapat diakses melalui media elektronik yaitu Handphone Android.4 

 Dalam perkembangannya pertumbuhan bisnis ojek berbasis online ini 

diikuti dengan makin meningkatnya animo masyarakat. Hal ini ditandai 

                                                             
3 Ibid., 75. 
4 Tarigan, Wiryawan, dan Mudana, “Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT Go-Jek Dengan 

Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Vol.05, 

N0. 02. 2017. 
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dengan jumlah pengunduh aplikasi yang sudah mencapai 5 (lima) juta orang 

pengunduh dan sudah berkembang di kota-kota besar yang ada di Indonesia.5  

Dalam hal ini PT Go-Jek Indonesia memberikan pola meneggement  

antara penyedia aplikasi dan pekerja dalam status hubungan hukum adalah 

hubungan kemitraan. Lebih lanjut dijelaskan hubungan antara penyedia 

aplikasi dengan pekerja berdasarkan perjanjian6 kemitraan, yaitu bentuk 

umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas 

dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). 

Sebagaimana dalam penjelasan diatas bentuk hubungan antara 

pengusaha penyedia aplikasi dan pekerja (Go-Jek) adalah hubungan 

kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan ini mengatur dalam hubungan Pengusaha dan Pekerja bukan 

hubungan kemitraan.  

Sedangkan dalam PT Go-Jek Indonesia adalah perjanjian kemitraan, 

maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang 

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara 

para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan 

kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah.7 Undang-Undang Nomor 13 

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 15 mendefinisikan 

                                                             
5 Google, Go-Jek, Playstore.com/apps/Go-Jek diakses pada tanggal 08 Juli 2018, pukul 11.41 Wib.  
6 Dalam hal yang berkaitan tentang perjanjian ini termaktub pada Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan 

persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan 

Pasal 1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPER), yakni hubungan hukum para 

pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu “modal” sebagai 

“seserahan” (inbreng). 
7 J. Suprihanto, Hubungan Industrial Sebuah Pengantar (Yogyakarta : BPFE, 2002), 47. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/node/10/uu-no-13-tahun-2003-ketenagakerjaan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata
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hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah.8 Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja diantara kedua 

belah pihak atau prinsipal, yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Dengan 

demikian maka disimpulkan tidak ada hubungan kerja antara pengojek dan 

perusahaan aplikasi. Oleh karena tidak ada hubungan kerja, maka pengojek 

tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya 

seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama 

mereka berakhir.  

Perbedaan mendasar antara hubungan kemitraan dengan hubungan 

kerja yakni dalam hubungan kemitraan bersifat lebih mengedepankan yang 

saling menguntungkan antara para pihak yang bermitra, sedangkan dalam 

hubungan kerja yaitu posisi majikan dan buruh yang sifatnya antara atasan 

dengan bawahan. 

Dalam perkembangannya sistem ketenagakerjaan tidak bisa terlepas 

dari sebuah  perjanjian.sebab Asas yang dibangun dalam sebuah perjanjian 

adalah “Kebebasan Berkontrak”yang mana para pihak dalam kontrak bebas 

untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya.”9 Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa Asas 

                                                             
8 Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “Tentang Ketenagakerjaan”. 
9 Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Kebebasan Berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat 

sahnya perjanjian.10. 

Jadi pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, 

termasuk apabila ada perubahan juga harus dengan adanya kesepakat para 

pihak. Sehingga, apabila memang ada perubahan klausula perjanjian secara 

sepihak di kemudian hari, dapat  dijelaskan bahwa perjanjian dibuat atas dasar 

kata sepakat, maka perubahan perjanjian pun harus didasari suatu kesepakatan. 

Jika tidak ada kesepakatan atas perubahan yang dilakukan, maka tentu 

perubahan tersebut tidak mengikat para pihak. 

Namun pada kenyataannya banyak yang terjadi di masyarakat yang 

menganggap bahwa para pengemudi Go-Jek merupakan karyawan dari 

perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut sehingga antara keduanya 

terdapat suatu hubungan kerja Alasan beragam mulai dari pendaftaran yang 

hanya melalui media online dan adanya kewajiban pengemudi Go-Jek 

menjaminkan surat berharga seperti ijazah atau surat-surat berharga lain saat 

awal mendaftar hingga masalah upah dan asuransi yang diberikan kepada 

pekerja. Berdasarkan isi perjanjian PT Go-Jek Indonesia yang di terapkan 

kepada para pekerja gojek harus memenuhi indikator targetan tertentu seperti 

pencapaian point dan mendapatkan  bonus yang berupa uang.11. 

Dari sebagian contoh ketentuan di dalam perjanjian yang peneliti 

kemukakan, terlihat dengan jelas ketidak seimbangan dalam isi perjanjian 

                                                             
10Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata(KUHPER). 
11Isi Perjanjian PT Go-Jek Indonesia dengan para pekerja (driver) dalam hal ini diterapkan saat 

Pekerja (driver) telah memenuhi syarat adminitrasi tertentu baru akan menyepakati isi perjanjian 

tersebut.  
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kontrak tersebut. Dalam ketentuan kontrak, pihak pengelola tidak secara tegas 

dan transparan menuliskan skema bagi hasil yang diterapkan. Selain itu, 

segala bentuk penambahan ketentuan isi kontrak setelah disetujuinya 

perjanjian tersebut, otomatis pihak mitra harus setuju terhadap segala 

perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola Gojek tanpa ada 

ruang sedikitpun dari pihak mitra untuk melakukan sanggahan dan negosiasi. 

Hal ini yang nantinya berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum.  

Penerapan perjanjian kerja sebagai perjanjian baku yang dibuat 

sepihak, tentunya berpotensi menimbulkan suatu permasalahan hukum hal ini 

tampak sebagaimana diatas terjadi inkonsistensi syarat sahnya perjanjian yang 

ada dalam UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, selain itu juga 

regulasi lain juga telah memberikan aturan mengnai sebuah perjanjian 

khususnya dalam hukum Islam yang dituangkan dalam Peraturan mahkamah 

Agung (PMA) No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES).  

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mematok sebuah 

asas atas keberlakuan sebauah perjanjian kerja yakni asas Ikhtiyari (sukarela), 

asas amanah (menepati jani), ikhtiyati (kehati-hatian), luzun (tidak berubah), 

Saling menguntungkan, taswiyyah (kesetaraan), transparansi (pertanggung 

jawaban para pihak secara terbuka), kemampuan, taisir (kemudahan), iktikad 
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baik, sebab yang halal, alhuriyyah (kebebbasan berkontrak), al-Kitabah 

(tertulis)12 .  

Sedangkan permasalahan perjanjian kerja yang dilakukan oleh PT Go-

Jek Indonesia dengan Pekerja (Driver) sangatlah jauh dari ukuran asas yang 

diterapkan dalam KHES, terlihat jelas ketika kebijakan secara sepihak yang 

dilakukan oleh PT Go-Jek Indonesia tentang perubahan sebuah syarat 

perjanjian yang tidak transparan, tidak setara, tidak hati hati sehigga membuat 

Pekerja (Driver) merasa dirugikan atas perjanjian kerja PT Go-jek Indonesia   

Hal ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia khususnya umat 

Islam karena melalui system perjanjian yang berdasarkan prinsip Syariah, 

akan melahirkan transaksi yang terbebas dari unsur perjudian (maysir), ketidak 

jelasan (gharar), bunga (riba) dan kebatilan atau kedzaliman, diharapkan 

dapat lebih medatangkan kemanfaatan bagi para pihak dan terbebas dari unsur 

kedzaliman. 

 Sehingga mendorong penulis untuk mengkaji permasalahan Perjanjian 

kerja pada Pt Go-Jek Indonesia tersebut dengan Undang-undang No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 

tahun 2008 tentang Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) sehingga 

menjadikan judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Analisis Perjanjian 

Kerja Pt Go-Jek Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenaga Kerjaan Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”  

B. Fokus Kajian 

                                                             
12Pasal 21 Peraturan mahkamah Agung (PMA) No 02 tahun 2008 “Tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah” (KHES) 
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Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah 

fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang 

masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang 

belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut 

didukung publikasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji, yang 

mencakup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang 

akan ditulis, dan trend yang melandasi kajian.13 Adapun  fokus kajian dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja PT GO-JEK indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja PT GO-JEK Indonesia? 

3. Bagaimana akibat perjanjian kerja PT GO-JEK Indonesia menurut Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan masalah harus mengacu kepada masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.14 Adapun tujuan penilian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perjanjian kerja PT GO-JEK 

indonesia  

2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian kerja PT GO-

JEK Indonesia. 

                                                             
13 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51. 
14 Ibid., 51. 
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3. Untuk mengetahui dan memahami akibat perjanjian kerja PT GO-JEK 

Indonesia menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian.15 Adapun manfaatnya antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan terhadap masalah yang akan diteliti. Khusunya terkait analisis 

perjanjian kerja pada PT GO-JEK prespektif Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Fiqih Muamalah, dan dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi pihak lain yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

1) Dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan 

dengan menyesuaikan terhadap realita yang terjadi di lapangan 

serta menambah pengetahuan dari proses selama penelitian. 

                                                             
15 Tim Penyusun, Pedoman, 51. 
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2) Penelitian ini digunakan untuk menjadi salah satu persyaratan 

untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah IAIN Jember. 

b. Bagi instansi terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi 

yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi instansi 

terkait hususnya dalam hal memecahkan masalah yang ada baik untuk 

masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

c. Bagi instansi IAIN Jember 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai koleksi 

yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan seluruh 

civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember baik 

sebagai pengetahuan maupun sebagai referensi untuk para peneliti 

selanjutnya. 

E. Definisi Istilah 

Difinisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitiaan. Tujuannnya agar 

tidak terjadi kesalah pahaman terhadap akna istilah sebagaimana dimaksud 

oleh peneliti.16 

1. Analisis 

Pengertian analisis juga dapat di artikan sebagai usaha dalam 

mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-

                                                             
16 Tim Penyusun, Pedoman, 52. 
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komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk di kaji 

lebih lanjut. 

2. Perjanjian kerja 

Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Perjanjian melahirkan 

perikatan,yang menciptakan pada salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian, sedangkan dalam undang-undang ketenaga kerjaan yang 

dimaksud dengan perjanjian kerja adalah Perjanjian kerja adalah perjanjian 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak17.dalam hal ini 

perjanjian pengusaha atau pemberi kerja adalah PT Go-Jek Indonesia 

sedangkan pekerja adalah orang yang bekerja di perusahaan kemitraan 

dengan PT Go-jek Indonesia,sehingga erjanjian kerja dalam penelitian ini 

adalah perjanjian yang dilakukan oleh Pekerja dengan penyedia Aplikasi 

Pt Go-Jek Indonesia. 

3. PT. Go-Jek Indonesia  

G0-JEK merupakan perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa 

transportasi online, penggaas Perusahaan ini yaitu Nadiem Makarim yang 

berdiri pada tahun 2010 di Jakarta.18  

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang 

dikordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI belakangan ini merupakan 

respon terhadap  perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum 

                                                             
17 Pasal 19 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 “Tentang Ketenaga Kerjaan” 
18 Di akses pada tanggal 02 Oktober 2018, di alamat web www.Gojek.com 
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muamalat (ekonomi  Islam) di Indonesia. Praktik hukum muamalat secara 

institusional di Indonesia.  

itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia 

(BMI) pada  tahun 1990, kemudian disusul oleh lembaga keuangan 

syari’ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS 

seperti BMI ketika melewati  krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. 

 

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 

2006 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Tentang Perubahan atas UU 

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 

2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan 

hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan 

kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan 

sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,  dan sadaqah 

saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan  anak (adopsi) 

dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta  sengketa hak milik 

dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari’ah.19 

Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA 

diubah menjadi: ”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oirang-

                                                             
19Tentang tahapan penyusunan KHES ini dapat dilihat dalam Abdul Manan, Informasi tentang 

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Mahkamah Agung RI”, makalah 

dipresentasikan dalam “Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah” Kerjasama 

Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan, 27 Oktober  
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orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari’ah.” 

Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari’ah) Yang dimaksud 

dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 

dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi bank syari’ah, 

lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, resuransi syari’ah, 

reksadana syari’ah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah 

syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana 

pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis 

sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan 

dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa 

adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang menjadi 

kerangka berpikir.20 

1. Jenis penelitian dan pendekatan 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum 

jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, 

                                                             
20 Tim Penyusun, Pedoman, 52. 
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sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum primer, atau data tersier.21 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isi yang sedang di coba dicari jawabannya. Pendekatan-

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach).22 

Pendekatan Undang-undang (statute approach). Secara singkat 

yang dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan 

regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah 

pendekatan menggunakan  legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan  

beschikking/decree yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat 

administrasi yang bersifat konkret dan khusus. 23 dalam penelitian ini 

peraturan yang digunakan yaitu, Undang-undang No. 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach), merupakan 

pandangan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti 

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

                                                             
21 Amiruddin, Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

118. 
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), 93. 
23 Ibid.,97. 
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konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.24 Yaitu dalam 

penelitian ini mengenai Analisis Perjanjian Kerja Pada Pt Go-Jek 

Prespektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Sumber penelitian 

Untuk Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 

perskripsi mengenai apa yang seyogianya di perlukan sumber-sumber 

penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi 

sumber-sumber penelitian primer dan bahan-bahan hukum skunder. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri 

dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangn atau putusan Hakim. Sumber hukum 

primair diantaranya: Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Sedangkan bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini berupa 

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 

                                                             
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 95. 
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kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 

putusan pengadilan.25 

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan 

hukum, peneliti juga akan menggunakan bahan non-hukum yang dirasa 

perlu, bahan non-hukum yang akan digunakan dapat berupa buku-buku 

Ekonomi, ataupun laporan-laporan non-hukum dan jurnal-jurnal non-

hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, begitu isu 

hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-

bahan hukum yang relavan terhadap isu yang dihadapi.26 Karena 

pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach dan Pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Maka teknik pengumpulan datanya yaitu, peneliti 

menganalisa perjanjian kerja pada PT GO-JEK yang berkaitan dengan 

judul penelitian ini, kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

mengenai atau berkaitan dengan judul penelitian. dan juga penelusuran 

buku-buku hukum dan buku-buku non-hukum, jurnal-jurnal hukum dan 

jurnal-jurnal non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

4. Analisis Bahan Hukum 

                                                             
25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 141. 
26 Ibid., 194. 
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Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis 

datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data 

sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganilis 

bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran 

yang dikenal dalm ilmu hukum.27 

Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada 

metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata 

kerja penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan 

kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.28 Setelah semua data 

terkumpul, peneliti akan melakukan analisa dengan metode deduktif, yaitu 

proses yuridis dari hukum yang ada pada perjanjian kerja di PT GO-JEK 

yang akan di analisa tentang perjanjian kerja pada PT GO-JEK Prespektif 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format 

penulisan sistematikan pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, 

bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak di bahas di sampaikan 

secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan di lakukan dari 

awal sampai akhir.29 Sistematiaka pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 

Bab I : Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, fokus kajian,  

                                                             
27 Amiruddin & Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum), 163. 
28 Ibid., 166-167. 
29 Tim Penyusun, Pedoman, 53. 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II : Membahas Kajian Kepustakaan yang di dalamnya berisi  

 penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Bab III : Membahas bentuk perjanjian kerja di PT. Go-Jek Indonesia 

Bab IV : Membahas pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Go-Jek 

Indonesia 

Bab V : Membahas Akibat Perjanjian Kerja Pada Pt. Go-Jek Indonesia  

Perspektif Uu No. 13 Tahun 2003 Dan KHES 

Bab VI : Penutup, membahas Kesimpulan dan Saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau yang 

belum dipublikasikan (skripsi, tesis, desertasi dan sebagainya). Dengan 

melakukan langkah ini, maka akan dapaat dilihat sampai sejauh mana 

orisinilitas dan posisi penelitian yang dilakukan.30 Penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian kali ini yaitu: 

1. Skripsi oleh Agus Efendi Mahasiswa IAIN Jember, Fakultas Syariah, Prodi 

Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), yang berjudul Legalitas Perjanjian 

Kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (mitra) 

Gojek berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata.31 

Latar belakang penelitian ini adalah Perjanjian yang dibuat oleh PT. 

Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu pemilik aplikasi Go-jek dengan mitra 

atau driver Go-jek menggunakan bentuk kemitraan. Bentuk perjanjian 

kemitraan tidak ditemukan di KUHPerdata maupun KUH Dagang. Salah 

satu perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kemitraan 

adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

                                                             
30 Tim Penyusun, Pedoman, 52. 
31 Skripsi, Agus Efendi “(Legalitas Perjanjian Kemitraan antara Pt. Aplikasi Karya Anak Bangsa 

dengan Driver (mitra) Gojek berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata)” Fakultas Syariah dan Prodi 

Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Jember 2018.  
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dan Menengah, yang lebih diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan bentuk perjanjian ini 

maka para pihak dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh bertentangan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. Selain itu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan. 

Penelitian ini terdapat dua Fokus penelitian yaitu: 1). Apakah 

perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver 

(Mitra) Gojek telah memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata?, 2). 

Bagaimanakah akibat hukum apabila perjanjian kemitraan antara PT. 

Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek tidak memenuhi 

unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata?  

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan undang-

undang (statute approach) dan pendekataan konseptual (conseptual 

approach). Adapun dalam metode dalam menjawab isu hokum. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1) bahwa perjanjian 

kemitraan yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Driver 

(Mitra) Gojek tidak memenuhi syarat objektif, yaitu syarat yang keempat 

ialah causa (sebab) yang halal atau legal karena bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perjanjian 

kemitraan yaituPasal 34 ayat (3), Pasal 5 huruf (b), Pasal 11 huruf (3), Pasal 
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35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 12 huruf (a) dan 

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah.2) Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif dalam 

perjanjian, maka perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Aplikasi 

Karya Anak Bangsa dengan Driver (Mitra) Gojek adalah batal demi hukum 

atau dianggap tidak pernah ada. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya  adalah 

pada pendekatan undang-undangnya yaitu pada penelitian ini fokus pada 

undang-undang 1320 adalah syarat sahnya perjanjian antara PT Gojek 

dengan driver. Sedangkan pada penelitian saya yaitu analisis perjanjian 

kerja di lihat dari sudut pandang undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan dan komplasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti PT. Gojek Indonesia 

dan tentang perjanjian kerja.  

2. Skripsi oleh Fath Andrean mahasiswa UIN Sunan Ampel Fakultas syariah 

dan Hukum yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positip 

Terhadap Perjanjian Kerja Kemitraan Antara PT GO-JEK Indonesia 

Dengan Mitra Pengendara.32 

                                                             
32 Skripsi, Fath Andrean “(Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positip Terhadao Perjanjian Kerja 

Kemitraan Antara PT GO-JEK Indonesia Dengan Mitra Pengendara)” Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

21 

 

Latar belakang penelitian ini adalah terkait tinjauan hukum islam dan 

hukum positif terkait perjnjian kerja kemitraan PT.GO-JEK dengan mitra 

yang mana Hal yang menarik dalam kontrak elektronik tersebut yaitu 

terdapat beberapa pasal dalam ketentuan perjanjian tersebut yang tidak 

menguntungkan bagi mitra pengendara dan tidak ada ruang bagi mitra 

pengendara untuk melakukan tinjauan, sanggahan dan penawaran  sebagai  

bagian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian. 

Penelitian ini terdapat 3 fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana praktik 

perjanian kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra 

pengendara? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian 

kemitraan antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra pengendara? 3) 

Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perjanjian kemitraan antara 

PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra pengendara ? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research)  dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan yaitu 1) Kontrak elektronik dibuat secara sepihak oleh PT. GO-

JEK Indonesia, tanpa ada keterlibatan mitra pengendara. PT. GO-JEK 

Indonesia bebas untuk menetapkan jumlah bagi hasil, serta melakukan 

tindakan suspend, dan  pemutusan hubungan perjanjian. Sehingga pada 

praktiknya mitra pengendara bisa terkena pemutusan perjanjian walaupun 

mereka tidak melakukan pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan cara 

mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut menggunakan sistem dan 

terdapat banyak celah yang ada di sistem tersebut yang berakibat merugikan 
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para mitra. 2) Menurut hukum Islam perjanjian baku yang diterapkan PT. 

GO-JEK Indonesia dengan Mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip 

keseimbangan (tawāzun). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi 

fasad (dapat dibatalkan). 3) Permasalahan kontrak baku yang dibuat tanpa 

melalui proses negosiasi dalam prakontrak, baik KUH Perdata maupun UU 

No. 11 Tahun 2008  tidak mengatur tentang prakontrak yang belum tercapai 

kesepakatan. Mengenai perubahan tarif dan perubahan peraturan serta 

pemutusan kontrak secara sepihak telah diatur dalam perjanjian tersebut dan 

para pihak telah  memberikan persetujuan akan hal itu. Meskipun 

bertentangan dengan beberapa pasal dalam KUH Perdata, hal tersebut 

diperbolehkan karena pasal tersebut bersifat mengatur/melengkapi yang 

berarti dapat  dikesampingkan  oleh para pihak. 

Persamaannya yaitu penelitian kali yaitu sama-sama meneliti tentang 

perjanjian kerja GO-JEK antara driver dengan perusahaan. Sedangkan 

perbedaannya adalah dalam  metode penelitiannya yaitu peneliti 

menggunakan metode lapangan sedangkan penelitian saya menggunakan 

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif yang  disebut juga 

penelitian hukum doktrinal, yang mana sumber-sumbernya bersal dari 

Undang-Undang dan buku-buku terkait Hukum Ketenagakerjaan. 

3. Tesis Yang berjudul E-Contract PT.GOJEK Indonesia Preespektif Hukum 

Perjanjian Syariah. Oleh Stya Wiharso Magister Hukum Islam Fakultas 
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Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2017.33 

Latar belakng penelitian ini yaitu mengenai E-contract yang dibuat 

oleh pengelola usaha yang memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan 

yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua  mitra  

kerjanya.  Hal  yang  menarik  dalam  e-contract  yaitu  terdapat beberapa 

pasal dalam ketentuan perjanjian tersebut yang tidak menguntungkanbagi  

mitra  kerja  dan  tidak  ada  ruang  bagi  mitra  kerja  untuk  

melakukantinjauan, sanggahan dan penawaran sebagai bagian dari  unsur 

kesepakatan dalam perjanjian. Jika mitra driver Gojek tersebut menyetujui 

dengan isi yang terkandung dalam  e-contract  tersebut,  maka  driver  Gojek  

cukup  menekan tombol klik yang telah disediakan di dalam kontrak 

elektronik tersebut. 

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah: 1) Bagaimana penerapan 

e-contract antara pengelola Gojek dengan mitra kerja (driver Gojek) di PT. 

Gojek Indonesia? 2) Bagaimana konsep e-contract PT. Gojek Indonesia 

perspektif hukum perjanjian syariah? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang 

merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan digali berlandaskan 

literatur seperti, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-

lain.19 Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan 

                                                             
33 Tesis, Stya Wiharso “(E-Contract PT.GOJEK Indonesia Preespektif Hukum Perjanjian 

Syariah)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2007 
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dengan e-contract, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas 

mengenai objek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan objek kajian berupa e-contract sebagai objek dokumen 

perjanjian (kontrak kemitraan antara pengelola usaha dengan mitra kerja). 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah Penerapan e-contract di PT. 

Gojek Indonesia yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan pihak 

mitra (driver Gojek) yaitu dengan kontrak kerjasama yang berbentuk 

kemitraan dengan prosentase bagi hasil keuntungan sebesar 80 % persen 

untuk mitra (driver Gojek) dan 20 persen untuk pihak pengelola aplikasi 

(Gojek). E-contract yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia sudah sesuai 

dengan aturan yang terdapat dalam UU-No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 

2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Persamaan penelitian stya wiharso pada jenis penelitiannya yaitu 

sama-sama menggunakan  penelitian hukum normatif yang  disebut juga 

penelitian hukum doktrinal, yang mana sumber-sumbernya bersal dari 

Undang-Undang dan literatur lainnya. Perbedaannya terletak pada Undang-

Undang terkait dalam judul penelitian, pada penelitian saya pada Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Fiqih Muamalah. 

Sedangkan pada penelitian ini mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah 

No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik 
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4. Skripsi oleh Galih Sumantri mahasiswa IAIN SYEKH NURJATI 

CIREBON Fakultas syariah dan Ekonomi Islam , yang berjudul Sistem Bagi 

Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir GO-JEK Di Bandung: Prespektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam.34 

Latar belakang penelitian ini adalah seiring perkembangan teknologi 

yang maju, banyak pembisnis yang memanfaatkan peluang ini untuk 

menjalankan usahanya. Seperti halnya GO-JEK yang menerapkan sisteem 

ojek dengan pemesanan dengan menggunakan online. GO-JEK menerapkan 

system bagi hasil dengan system kerjasama kemitraan dengan sopir GO-

JEK. Tinjauan penelitian ini untuk menerapkan system bagi Hasil yang 

diterapkan perusahaan GO-JEK dalam pandangan Hukum Islam dan 

Hukum positif. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan 

data deskritif untuk menggambarkan suatu keadaan tentang bagi hasil yang 

dilakukan oleh perusahaan GO-JEK. Selanjutnya dianalisis menggunakan 

pola pemikiran induktif dengan menjelaskan kenytaan kenyataan yang 

terjadi di lapangan yang kemudian di hubungkan dengan system bagi hasil 

secara Islami dan Undang-Undang Tentang Kontrak kerja sama. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu system bagi hasil yang 

di terapkan PT. GO-JEK sudah sesuai dengan system bagi hasil secara 

                                                             
34 Skripsi, Galih Sumantri “(Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir GO-JEK Di 

Bandung: Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam)” Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 2017. 
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Islami. Dan Undang-Undang tentang kontrak kerjasama yang dilakukan 

antara kedua belah pihak. 

Persamaannya yaitu penelitian kali yaitu sama-sama meneliti tentang 

GO-JEK terkait hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja. 

Sedangkan perbedaannya adalah dalam metode penelitiannya yaitu peneliti 

menggunakan metode lapangan sedangkan penelitian saya menggunakan 

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif yang disebut juga 

penelitian hukum doktrinal, yang mana sumber-sumbernya bersal dari 

Undang-Undang dan buku-buku terkait Hukum Ketenagakerjaan. 

5. Skripsi oleh Vivian Lora mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera 

Utara, yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan 

Antara Pt.Gojek Indonesia Cabang Medan Dengan Driver.35 

Latar belakang penelitian ini adalah Lahirnya GO-JEK sebagai 

aplikasi elektronik yang menyalurkan jasa/layanan di Indonesia 

memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah membuka peluang bagi 

setiap orang untuk bergabung menjadi mitra kerja. Seiring berjalannya 

waktu, mitra kerja yang telah bergabung dalam perusahaan GO-JEK 

(transportasi online) melakukan unjuk rasa untuk memperoleh hak – hak 

yang diterima pekerja pada umumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan mengenai konsep kemitraan. Permasalahan yang akan dibahas 

adalah mengenai isi dari perjanjian kerjasama kemitraan GO-JEK mengenai 

                                                             
35 Skripsi, Vivian Lora “(Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt.Gojek 

Indonesia Cabang Medan Dengan Driver)” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018. 
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konsep hubungan hukum antara para pihak, kesesuaian dengan hukum 

perdata, dan berakhirnya perjanjian kemitraan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni 

menggambarkan peristiwa yang terjadi kemudian dilakukan pengkajian 

berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan pustaka 

yang dapat dijadikan sumber dari penelitian ini didapatkan dari buku – 

buku, artikel, jurnal hukum, serta media elektronik penelitian kualitatif yang 

menghasilkan data deskritif untuk menggambarkan suatu keadaan tentang 

bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan GO-JEK. Selanjutnya dianalisis 

menggunakan pola pemikiran induktif dengan menjelaskan kenyataan-

kenyataan yang terjadi di lapangan yang kemudian di hubungkan dengan 

system bagi hasil secara Islami dan Undang-Undang Tentang Kontrak kerja 

sama. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaituBerdasrkan hasil 

penelitian, mitra kerja tidak memiliki hak dalam memperoleh hak pekerja 

pada umumnya karena berdasarkan unsur – unsur perjanjian kerjasama PT. 

Gojek Indonesia tidak memenuhi unsur dari perjanjian kerja melainkan 

hubungan kerja atas dasar kemitraan. Oleh karena itu, ketentuan perjanjian 

kemitraan diatur berdasarkan pada Kitab Undang – Undang Hukum. 

Persamaannya yaitu penelitian kali yaitu sama-sama meneliti tentang 

GO-JEK antara driver dengan perusahaan. Sedangkan perbedaannya adalah 

dalam metode penelitiannya yaitu peneliti menggunakan metode lapangan 

sedangkan penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian 
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hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana 

sumber-sumbernya bersal dari Undang-Undang dan buku-buku terkait 

Hukum Ketenagakerjaan. 

B. Kajian Teori 

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai 

perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan 

mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji 

permasalahan yang hendak di pecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan 

fokus kajian.36  

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja Dalam Undang-undang  

Nomor 13 tahun 2003 tentang ketengakerjaan      

a. Devinisi Perjanjian Kerja  

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda sering disebut dengan 

arbeidsovereenkoms, Selanjutnya, mengenai pengertian perjanjian kerja 

dikemukakan oleh Subekti. Beliau berpendapat bahwa perjanjian kerja 

adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian ini 

ditandai dengan ciri – ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang 

diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di per – atas (dalam Bahasa 

Belanda: ―dierstverhanding‖) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana 

pihak yang pertama (majikan) berhak memberikan perintah – perintah 

yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).37 

                                                             
36 Tim Penyusun, Pedoman, 52. 
37 Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), 63. 
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Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan , perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak, dan kwajiban para pihak.38 

Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai 

hubungan kerja, yang artinya merupakan hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai 

unsur pekerjaan, upah, dan perintah.39 

Perjanjian kerja menurut Pasal 1601a Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, 

mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu 

majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.40 

Berdasarkan ketentuan – ketentuan dan pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian kerja merupakan sebuah awal yang 

menimbulkan terjalinnya hubungan kerja dengan mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. 

b. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja 

Syarat-syarat perjanjian dapat kita temukan pada pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “untuk syahnya 

perjanjian maka diperlukan empat syarat: 

                                                             
38 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 1. 
39 Koesparmono Irsan Armansyah, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 67. 
40 Ibid, 67. 
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1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

2) Kecakapan untuk membuat perikatan. 

3) Suatu pokok persoalan tertentu. 

4) Suatu sebab yang tidak terlarang.41 

Ke-empat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum 

yang berkembang, digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang 

menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur 

subyetif). Dua unsur pokok lainya yang berhubungan langsung dengan 

obyek perjanjian (unsur obyetif)42. 

Salah satu syarat (di samping tiga lainnya) terhadap sahnya suatu 

perjanjian yang di sebutkan pasal 1320 KUH Perdata adalah syarat 

kesepakataan kehendak (tercapainya kata sepakat) diantara para pihak 

yang terdapat dalam perjanjian tersebut.  Seperti telah di sebutkan 

bahwa bersama-sama dengan syarat kecakapan bertindak (kewenangan 

berbuat), maka syarat kesepakatan subyetif ini merupkan syarat sahnya 

suatu perjanjian.43 

Sebagai konsekuensi hukum jika syarat sahnya perjanjian yang 

subyetif tidak tercapainya kata sepakat maka perjanjian tersebut tidak 

akan sendirinya batal atau tidak batal demi hukum, melainkan perjnjian 

tersebut akan batal jika dibatalkan oleh salah satu atau kedua pihak. 

                                                             
41Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2004), 339 
42 Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, 93. 
43 Munir Fuady,Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 188. 
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Kesepakatan berkehendak terhadap suatu perjanjian biasanya 

dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak, yang di ikuti 

oleh penerimaan tawaran oleh pihak lain, sehingga terjandinya suatu 

perjanjian. 

Syarat-syarat perjanjian pada dasarnya dibedakan menjdi dua  

yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diataur dalam 

pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sedangkan syarat formil 

diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. 

Syarat materil dalam pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 

2003  dibuat atas dasar: 

1) Kesepakatan kedua belah pihak 

2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbutan hukum 

3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 

4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

kesusilaan, dan perstursn perundsng-undangan yang berlaku.44 

Apabila perjanjian kerja tersebut bertentngan dengan ketentuan 

huruf a dan b maka akibatnya hukumnya perjanjian kerja itu dapat 

dibatalkan. Apabila bertentangan dengan huruf c dan d maka akibat 

hukumnya adalah batal demi hukum.45 

                                                             
44 UU No 13 tahun 2003. 
45 Munir Fuady,Konsep Hukum Perdata, 42. 
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Selanjutnya perjanjian kerja harus memenui syarat formil. 

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 

Perjanjian kerja yang tertulis sekurang-kurangnya memuat: 

1) Nama, alamat, dan jenis usaha 

2) Nama,jenis kelamin, umur, alamat pekerja buruh 

3) Jabatan atau jenis pekerjaan 

4) Tempat pekerjaan 

5) Besarnya upah dan cara pembayarannya 

6) Syara-syarat pekerja yang memuat hak dan kwajiban pengusaha dan 

pekerja atau buruh 

7) Mulai dan jangka waktunya peberlakuannya perjanjian kerja 

8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 

9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.46 

c. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja  

1. Adanya unsur pekerjaan 

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada unsur pekerjaan yang 

diperjanjikan sebagai objek perjanjian. 

2. Adanya unsur perintah 

Pengejawantahan dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja atau 

buruh oleh pengusaha adalah bahwa pekerja yang bersangkutan 

                                                             
46 Ibid, 46. 
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harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan 

sesuai dengan yang diperjanjikan.47 

Pasal 1603 b KUHperdata 

Buruh wajib mentaati aturan-aturan pelaksanaan pekerjaan dan 

aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib 

perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan 

dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau 

reglemen atau jika tidak ada dalam batas-batas kebiasaan.   

3. Adanya upah 

Upah boleh dikatakan memegang peranan penting dalam hubungan 

kerja (perjanjian kerja) dan merupakan tujuan utama bagi seorang 

pekerja /buruh untuk bekerjapada pengusaha. Dapat dikatakan 

bahwa suatu hubungan tanpa ada upah adalah bukan hubungan 

kerja, seperti misalnya seorang pelajar yang melakukan praktek 

kerja disuatu hotel.48 

Pasal 1 angka 30 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

“Upah adalah hak pekerja /buruh yang diterima dan diyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

                                                             
47 Koesparmono Irsan Armansyah, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 71 
48 Ibid, 71 
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tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan 

dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” 

d. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja  

Mengenai bentuk-bentuk perjanjian kerja dapat di temukan 

bahwa suatu perjanjian dapat dibagi menjadi beberapa macam 

tergantung dari jenis apa kita melihatnya. Dalam berbagai literatur 

dijumpai bentuk perjanjian kerja sebagai berikut : 

1. Perjanjian berdasarkan bentuk 

Perjanjian berdasarkan bentuk terbagi menjadi dua bagian 

yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan. 

Perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja. 

Dengan adanya kesepakatan atau konsensus maka perjanjian telah 

terjadi. Termasuk dalam perjanjian ini adalah perjanjian konsensual 

dan riil. 

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam bentuk tulisan, baik berbentuk akta di bawah tangan 

(dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja) maupun akta yang 

dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris) atau akta autentik.  

Ada 3 bentuk perjanjian tertulis:49 

a. Perjanjian di bawah tangan yang di tanda tangani oleh pihak 

yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para 

                                                             
49 Salim, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, (Jakarta: sinar grafika 2008), 42. 
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pihak saja dalaam perjanjian tersebut. Tetapi tidak mempunyai 

kekuatan mengikat pihak ketiga. dengan kata lain, jika perjanjian 

tersebut di sangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah 

satu pihak dalam perjanjian tersebut harus membuktikan 

kebenaran pihak ketiga dimaksut tidak berdasar dan tidak dapat 

dibenarkan. 

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan 

para pihak, fungsi kesaksisan notaris atau dokumen semata-mata 

untuk meligalisir kebenaran tanda tangan para pihak, akan tetapi 

kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hokum dari 

isi perjanjian, salah satu pihak mungkin menyangkal akan tetapi 

pihak yang meenyangkaal harus membuktikan penyangkalanya. 

c. Perjanjian yang di buat di hadapan notaris dan berbentuk akta 

notariel,  akta notariel adalah akta yang di buat di hadapan dan 

di muka pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, PPAT, 

Camat, dan lain-lain. Jenis dokumen ini adalah alat bukti yang 

sempurna bagi para pihak yang bersangkutan ataupun pihak 

ketiga. 

2. Perjanjian Berdasarkan Hak dan Kewajiban 

Adapun hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang nomor 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut: 

a. Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa 
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membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik 

sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 

bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang 

cacat 

b. Setiap pekerja berhak memperoleh, meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat serta 

kemampuannya melalui pelatihan kerja. 

c. Pekerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 

mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan pemerintah, 

lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. 

d. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak 

atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau 

lembaga sertifikasi. 

e. Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. 

f. Setiap pekerja berhak mendapatkan waktu istirahat dan cuti, dan 

berhak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang 

diwajibkan oleh agamanya. 

g. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit 

dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada 

hari pertama dan kedua pada waktu haid. 
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h. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat sebelum dan 

sesudah melahirkan, bagi pekerja yang mengalami keguguran 

kandungan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan 

kandungan. 

i. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh 

perlindungan atas 

a) Keselamatan dan kesehartan kerja  

b) Moral dan kesusilaan 

c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta 

nilai-nilai agama. 

j. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya 

pendapatan atau penerimaan pekerja/buruh dari hasil pekerjaanya 

mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya 

secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, pendidikan, 

kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 

k. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya. 

l. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja/serikat buruh. 

m. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh berhak melakukan 

mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai apabila 
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tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian hubungan industrial 

yang disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan 

perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.50 

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. 

Adapun perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak 

menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti jual-beli 

dan sewa menyewa. 

a. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang hanya ada  atau 

prestasi pada satu pihak. Misalnya perjanjian pinjam pakai, 

perjanjian hibah, perjanjian kuasa tanpa upah. 

b. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan 

kewajiban atau prestasi  pada kedua belah pihak. Misalnya jual 

beli.51 

3. Perjanjian Berdasarkan Keuntungan yang diperoleh didasarkan 

pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak 

lainnya. 

a. Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan 

keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat 

pada dirinya. Misalnya pinjam meminjam tanpa bunga. 

b. Perjanjian atas beban adalah perjanjian atas prestasi dari pihak 

yang satu, yang selalu didasari atas kontra prestasi dari pihak 

                                                             
50 Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2007), 103.  
51 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanya dibidang Kenotariatan, 

(Bandung: Citra Aditya, 2010), 54. 
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lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut 

hukum. Misalnyaenyewa, jual beli, pinjam meminjam dengan 

bunga. 

4. Perjanjian berdasarkan dari segi perlindungan pekerja 

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian 

dalam hukun ketenaga kerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di antaranya 

mengatur hal itu. Salah satu tujuan pembangunan ketenaga kerjaan 

adalah: 

1. memberikan perlindungan kepda tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejhteraan (pasal 4 huruf c) 

2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 5). 

3. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak perlakuan yang sama 

tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 6) 

4. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh atau mengikatkan dan 

atau mengembangkan kompetensi kerj sesuai dengan bakat, mint 

dan kemampuannya melaluai pelatihan kerja (pasal 11) 

5. Setiap pekerja atau buruh memiliki kesempatan yang sama untuk 

mengikuti pelatihankerja sesuai sesuai dengan bidang tugasnya 

(pasal 12 ayat (3)). 

6. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama 

untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan 
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memperoleh dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam 

atau di lusr negeri (pasal 31) 

7. Setiap pekerja atau buruh berhak memperolehj perlindungan 

atau keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlkuan yang 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 

agama.  (pasal 86 ayat (1)). 

8. Setiap pekerja atau buruh atau keluarganya berhak memperoleh 

penghasilan  yang layak bagi kemnusiaan (pasal 88 ayat (1)). 

9. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (pasal 99 ayat (1)). 

10. Setiap pekerja atu buruh berhak membentuk dan menjadi 

anggota serikat pekerja atau serikat buruh (pasal 104 ayat (1).52 

Lingkup perlindungan terhadap pekerja menurut Undang-

Undang ketenagakerjaan meliputi: 

1) Perlindungn atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding 

dengan pengusaha 

2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 

3) Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan 

penyandang cacat. 

4) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan,dan jaminan sosisal 

tenaga kerja.53 

                                                             
52 Eko wahyudi, Hukum Ketenagakerjaan  (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1. 
53 Ibid., 32. 
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2. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan 

a. Pengertian Kemitraan 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, 

kecil dan menegah yang dimaksud Kemitraan adalah kerjasama dalam 

keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip 

saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 

melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Menengah dengan usaha besar. 

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong 

royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun 

kelompok.  

Unsur-unsur dari kemitraan yaitu : 

1. Adanya hubungan kerja 

2. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut 

3. Adanya keterbukaan antara pihak-pihak tersebut 

4. Adanya hubungan timbal balik yang saling menggantungkan atau memberi 

manfaat. 

Suatu kemitraan dapat disimpulkan sebagai sesuatu persetujuan 

(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, berisi 

klausul-klausul tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-

masing pihak, dibuat saling memerlukan, saling mempercayai, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan masing-masing pihak dalam suatu 

kemitraan tersebut 
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Konsep kemitraan tersebut secara lebih rinci diuraikan dalam pasal 

26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 di sebutkan bahwa kemitraan 

dapat dilaksanakan antara lain dengan pola: 

1. Inti Plasma. Pola inti plasama merupakan hubungan kemitraan antara Usaha 

Kecik Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan 

mengembangkan Usaha Kecil Menegah yang menjadi plasmanya dalam 

menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan 

teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan 

peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan 

produktivitas usaha. 

2. Subkontrak. Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha 

Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya usaha 

kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau 

Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. 

3. Waralaba. Pola waralaba adalah Adalah bentuk hubungan kemitraan antara 

pemilik waralaba atau pewaralaba (franchisor) dengan penerima waralaba 

(franchisee) dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk 

menyelenggarakan usaha (waralaba) 

4. Perdagangan umum. Pola perdagangan umum adalah hubungan kemitraan 

antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di 

dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi 

Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh 

Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya. 
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5. Distribusi dan keangenan, pola distribusi  adalah  hubungan kemitraan antar 

kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok diberi hak 

khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha pengusaha mitra. 

Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di 

dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB 

sebagai mitranya. 

6. Bentuk-bentuk lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha 

patungan (join venture), dan penyumberluaran (outsourching) 

b. Syarat dan prosedur kemitraan 

Dalam pasal 47 ayat 22 PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa 

kontrak elektronik dianggap sah apabila : 

1. Terdapat kesepakatan para pihak 

2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

3. Terdapat hal tertentu 

4. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Dalam pasal 48 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa 

kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan 

ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana di atur dalam perundang-

undangan. Kontrak lektronik paling sedikit memuat tentang: 
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1. Data identitas para pihak 

2. Objek dan spesifikasi 

3. Persyaratan transaksi elektronik 

4. Harga dan biaya 

5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak 

6. Ketentuan meberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk 

mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat 

cacat tersembunyi 

7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.  

c. Tujuan Kemitraan  

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha 

kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar 

bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri 

dari sifat ketergantungan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat 

2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. 

3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional. 

5. Memperluas kesempatan kerja. 

6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 
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3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja (kemitraan) Menurut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

A. Pengertian Perjanjian Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) 

Perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan al-‘ahd atau al-

‘wa‘d. Selain itu perjanjian (akad) di­ sebut juga dengan al-‘aqd yang 

secara etimologi ber­ arti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Kata 

al-‘aqd. Menurut Faturahman Djamil, istilah al-‘aqd ini dapat disamakan 

dengan istilah verbintesis dalam KUHPerdata. Sedangkan istilah al-‘ahd 

dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu suatu 

pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan 

sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.54 

Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

02 tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada buku 

II tentang Akad pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Akad adalah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua 

pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan 

hukum tertentu”. 

Kesepakatan dalam hukum Islam berawal dari pengakuan prinsip 

“an taradin” yaitu saling rida. Keridaan di sini tidak hanya dalam arti 

saling menyatakan “sepakat”. Tapi perbuatan yang menunjukkan 

                                                             
54 Abdul Karim Munthe, “Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum 

Islam”, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 9. 
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kesepakatan juga bisa dijadikan dasar adanya kesepakatan, selama 

isyarat tersebut tidak dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau dalam 

keadaan paksaan.55 

B. Kemitraan dalam Ekonomi Islam (Musyarakah) 

1. Pengertian Musyarakah 

Musyarakah berasal dari kata syirkah.  Syirkah menurut bahasa 

berarti alikhtilath yang artinya campur atau percampuran. maksud 

pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan 

harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. 

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam 

konteks skim pembiayaan syarikah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas 

dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam, 

Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang 

mencampurkan modal mereka dengan cara mencari keuntungan. Para 

pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan 

dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian 

yang mereka curahkan untuk usaha tersebut 

Dalam konsep Islam, musyarakah atau syirkah adalah bentuk 

umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih 

menyumbangkan dan manajemen pembiayaan usaha, dengan proporsi 

bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para 

                                                             
55 Abdul Karim Munthe, “Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum 

Islam”, 12. 
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mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi 

musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerjasama 

untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-

sama dengan mendukung seluruh sumber daya yang ada. 

2. Rukun dan Syarat Musyarakah 

a. Rukun Musyarakah 

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah 

prinsip kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait 

untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam 

akad musyarakah atau rukun musyarakah ada lima sebagai berikut: 

1. Para pihak yang berserikat 

2. Porsi kerjasama 

3. Proyek atau kerjasama 

4. Ijab qobul 

5. Nisbah bagi hasil 

b. Syarat Musyarakah 

Ketentuan syariah sebagai berikut: 

1. Pelaku: paramitra harus cakap hukum dan baligh 

2. Objek musyarakah, 

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan 

dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja. 

a. Modal 

1. Modal harus diberikan harus tunai 
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2. Modal yang diberikan dapat berupa uang tunai, emas, 

perak, aset perdagangan, atau asset yang tidak 

berujudseperti lesensi, hak paten, dan sebagainya.  

3. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, 

maka harus ditentukan nilai tunainnya terlebih dahulu 

dan harus disepakati bersama. 

4. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. 

Tidak boleh memisahkan modal dari masing-masing 

pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya yang satu 

khusus membiayai bangunan dan yang satu membiayai 

isi kantor 

5. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk 

mengelola asset kemitraan 

6. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha 

musyarakah kecuali mitra lain telah menyepakatinya. 

7. Seorang tidak diizinkan untuk mencairkan dan mengin 

vestasikan modalitu untuk kepentingannya sendiri 

8. Dalam musyarakah tidak boleh ada penjamin modal, 

seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. 

kerna musyarakah berdasarkan prinsip al-ghunmu bi al-

ghurmi yaitu hak untuk mendapat keuntungan 

berhubungan dengan resiko yang ada yang diterima. 
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9. Modal yang ditanamkan tidak boleh di investasikan yang 

dilarang oleh syariah. 

b. Kerja 

1. Partisipasi dalam bekerja merupakan dasar pelaksanaan 

musyarakah 

2. Tidak dibenarkan bila salah seorang tidak ikut serta 

dalam mengenai pekerjaan mitra tersebut 

3. Porsi kerja antara mitra tidak harus sama, mitra yang 

porsinya banyak boleh memintak bagian keuntungan 

yang lebih besar 

4. Setiap mitra yang melaksanakan pekerjaannya atas nama 

pribadi atau mewakili mitranya. 

5. Para mitra harus mejalankan usahanya sesuai dengan 

syariat 

6. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaannya diluar 

wilayah tugas yang disepakati, berhak memperkerjakan 

orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. 

7. Jika seorang mitra memperkerjakan pekerja lain untuk 

melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang 

timbul harus ditangannya sendiri. 

c. Ijab Kabul 

Ijab kabul adalah pernyataan dan saling rela di antara 

pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, 
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tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara 

komunikasi modern. 

d. Nisbah 

1. Pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para 

mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara 

para mitra dapat dihilangkan. 

2. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

3. Keuntungan harus ditentukan dasar penghitungan 

keuntungnnya. 

4. Keuntungan yang dibagikan menggunakan nilai realisasi 

tidak menggunakan nilai proyeksi. 

5. Mitra tidak dapat menantukan bagian keuntungannya 

sendiri dengan menyetarakan nilai nominal tertentu 

6. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun 

diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak 

ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi 

kemanusiaan. 

3. Macam-Macam Musyarakah dalam Islam 

Musyarakah ada dua jenis musyarakah pemilik (Al-milk) dan 

musyarakah kontrak (Al-uqud). Musyarakah pemilikan (Al-milk) 

tercipta karena warisan atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan 

satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah kontrak (Al-
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uqud) terjadi dengan kesepakataan dimana dua orang atau lebih setuju 

bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan 

berbagi keuntungan dan kerugian. 

Musyarakah kontrak (Al-uqud) dapat dibagi menjadi sebagai 

berikut: 

a. Syirkah abadan 

Syirkah abadan adalah bentuk kerjasama antra dua pihak 

atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka 

sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan 

dan membagi hasil yang diterima. Para mitra 

mengontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola 

bisnis tanpa menyetorkan modal. Hasil atau upah dari 

pekerjaan tersebut bibagi sesuai dengan kesepakatan 

mereka. Contoh: kerjasama dengan akuntan, dokter, ahli 

hukum, tukang jahit, tukang bangunan dan lainnya. 

b. Syirkah wujud 

Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua pihak dimana 

masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. 

Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan 

pihak ketiga. Contohnya: dua orang atau lebih membeli 

suatu barang tanpa modal atau dengan keredit, yang ada 

hanya nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang 

terhadap mereka, dan keuntungan yang diperoleh adalah 
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untuk mereka. Setiap mitra menjadi penanggung dan agen 

bagi mitra yang lainny, dengan kata lain pembelian barang 

tersebut ditanggung bersama. Keuntungan dibagi kepada 

para mitra berdasarkan kesepakatan bersama. 

c. Syarikah ‘inan 

Syarikah ‘inan adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan 

komposisi pihak-pihak yang terlihat didalamnya adalah 

tidak sama, baik dalam hal modal maupun kekerjaan 

tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan 

usaha. Keuntungan yang diiperoleh akan dibagi sesuai 

kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan 

kontribusi modal. 

d. Syarikah mufawwadhah 

Syarikah mufawwadhah adalah bentuk kerjasama dimana 

posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya 

harus sama, baik dalam modal, pekerjaan, keuntungan dan 

risiko kerugian.  

Konsikuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung 

jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen-

komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang 

menyangkut kemitraan ini. 

4. Berakhirnya Perjanjian Musyarakah 

Akad musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:37 
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a. Seorang mitra menghentikan akad 

b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra 

yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang 

ahli warisnya yang cukap hukum 

c. Modal musyarakah hilang atau habis 

Apabila salah satu mitra keluar dari mitra baik dengan 

mengundurkan diri, meninggal dan hilang akal maka kemitraan 

tersebut dikatakan bubar. Kerena musyarakah berawal dari 

kesepakatan untuk bekerjasama dan dalam kegiatan oprasional 

setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra 

tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada. 

 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

54 

 

BAB III 

BENTUK PERJANJIAN KERJA PT. GO-JEK INDONESIA. 

 

A. Kontrak Electronik PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra (Driver) 

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling 

berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian 

adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.71 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang definisi 

perjanjian, dapat diambil dua point yang menunjukkan bahwa kontrak 

dan perjanjian adalah sama, yaitu adanya suatu perbuatan dan adanya 

satu pihak atau lebih yang mengikat diri. 

Perjanjian kerjasama antara PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra 

pengendara dibuat dalam bentuk kontrak elektronik yang terdapat dalam 

aplikasi GO-JEK Driver sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kemitraan 

Pasal 5.2 tentang Kontrak Elektronik yang berbunyi72: “Para Pihak setuju dan 

sepakat bahwa perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan 

tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk 

pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini 

sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan. Perjanjian kemitraan 

                                                             
71 Subekti, dalam R. Joni Bambang S., Hukum Ketenagakera (Bndung:Pustaka Setia, 2013), 81. 

72 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

http://www.go-jek.com/
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tersebut diberlakukan setelah calon mitra melengkapai persyaratan yang 

diberikan, dan dinyatakan oleh PT. GO-JEK Indonesia telah memenuhi syarat 

untuk menjadi mitra pengendara. 

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra dapat 

memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra 

setuju bahwa GO-JEK atau AKAB dapat secara langsung menghentikan 

penggunaan Aplikasi GO-JEK oleh Mitra, atau secara umum berhenti 

menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau 

bagian manapun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun. 

Kontrak Elektronik dalam PT Go-jek memuat lima Pasal ketentuan 

yang mengatur hak dan kewajiban para pihak antara pihak pengelola aplikasi 

dengan mitra pengendara. GO-JEK bisa  menambahkan suatu persyaratan-

persyaratan secara sepihak, dan mitra pengendara diharuskan untuk menerima 

atau mensetujui persyaratan tersebut. Jika mitra pengendara tidak menerima 

persyaratan baru tersebut, mitra dipersilahkan untuk mengakhiri kerjasama 

kemitraan tersebut. 

AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar 

pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan 

dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut 

akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan 

Persyaratan tersebut melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain 

yang dipilih oleh AKAB yang dapat mencakup perubahan atau penambahan 
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kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan 

tambahan73.  

Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang 

berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra 

setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan 

bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah 

atau ditambahkan. 

Pihak GO-JEK bebas untuk melakukan suspend (menutup akses 

kepada akun) jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan 

apapun tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar 

melakukan pelanggaran  atau  tidak.  GO-JEK  juga  memiliki  kewenangan  

untuk  memutus hubungan perjanjian kemitraan secara sepihak jika terjadi 

indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus 

memberikan teguran terlebih dahulu dan tanpa harus membuktikan terlebih 

dahulu apakah mitra benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak74. 

GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun 

tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK 

apabila GO-JEK atau AKAB menganggap, dalam diskresi GO-JEK atau 

AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra 

melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain 

yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GO-JEK ataupun 

AKAB. 

                                                             
73 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

74 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

http://www.go-jek.com/
http://www.go-jek.com/
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Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui 

bahwa GO-JEK atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam 

tindakan yang dianggap perlu oleh GO-JEK atau AKAB untuk menyikapi 

pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra atas Persyaratan atau syarat ketentuan 

lain yang berlaku maupun pelanggaran yang dicurigai oleh GO-JEK maupun 

AKAB telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada 

melakukan penghimpunan fakta terhadap kegiatan Mitra melalui Aplikasi 

GO-JEK, pemberian surat peringatan, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi 

GO-JEK baik secara permanen maupun sementara, pengakhiran Perjanjian ini 

maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku). PT.GO-JEK 

Indonesia dapat mengubah tarif dan persentase bagi hasil sewaktu-waktu 

secara sepihak.75 

Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat: menentukan harga yang harus 

dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara 

tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media komunikasi 

lainnya yang dipilih oleh AKAB); mengambil bagian dari setiap pembayaran 

yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra 

kepada Konsumen untuk penggunaaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah 

pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang 

diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan 

                                                             
75 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

http://www.go-jek.com/
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dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan 

kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK atau melalui 

media lainnya yang dipilih oleh AKAB);76 

B. Bentuk Kerjasama Kemitraan Antara PT. Go-Jek Dengan Driver 

Bentuk perjanjian kerjasama yang termuat dalam kontrak elektronik 

Pasal 2 tentang hubungan kerjasama dan Pasal 5 Ayat (5.2) mengenai kontrak 

elektronik dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.77 Gojek Indonesia 

dengan driver dapat disimpulkan bahwa jika driver melakukan tindakan 

mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan GO-JEK, 

mengakses dan menggunakan aplikasi GO-JEK  

Bentuk atau pola kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan driver 

tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Berdasarkan pola 

kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pasal 

2 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan, bentuk atau pola kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan 

driver adalah bentuk lainnya. Hal tersebut karena dalam pelaksanaannya, 

kontrak kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan driver 

melakukan bagi hasil keuntungan sebesar 80 (delapan puluh) persen untuk 

pihak driver dan 20 (dua puluh) persen untuk pihak PT. Gojek Indonesia. 

Berbicara mengenai bentuk kemitraan tentu tidak lepas dari hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan perjanjian kerjasama 

                                                             
76 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com. 
77  Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com. 

http://www.go-jek.com/
http://www.go-jek.com/
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kemitraan, terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Gojek 

Indonesia dengan driver. Kebanyakan dari 5 (lima) pasal yang tercantum 

dalam perjanjian kerjasama kemitraan, penulis hanya menemukan kewajiban 

mitra driver dan hak PT. Gojek Indonesia, dan penulis tidak menemukan 

mengenai hak mitra driver dan kewajiban PT. Gojek Indonesia. Selain itu jika 

diinterpretasikan, kewajiban driver secara tidak langsung adalah termasuk 

hak PT. Gojek Indonesia. 

Disini terlihat sifat adanya perjanjian baku dan mengandung klausula 

eksonerasi, yaitu perjanjian yang diperuntukkan bagi driver yang melibatkan 

diri dalam perjanjian ini. Klausula eksonerasi adalah syarat yang berisi untuk 

membebaskan atau membatasi tanggung jawab seorang dalam melakukan 

perjanjian. 

Suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan 

semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya 

perjanjian dihendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang, 

selanjutnya bahwa hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah lazim 

diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun pada kenyataannya tidak 

dimasukkan kedalam surat perjanjian, harus juga dianggap telah tercantum 

dalam perjanjian.78 

Dalam ketentuan kontrak, pihak pengelola tidak secara tegas dan 

transparan menuliskan skema bagi hasil yang diterapkan. Penerapan kontrak 

elektronik di PT. Gojek Indonesia yang dilakukan oleh pihak pengelola 

aplikasi dengan pihak mitra (driver GO-JEK) yaitu dengan kontrak kerjasama 

yang berbentuk kemitraan dengan presentase bagi hasil keuntungan sebesar 

80 (delapan puluh) persen untuk mitra (driver GO-JEK) dan 20 (dua puluh) 

persen untuk pihak PT. Gojek Indonesia. 

                                                             
78 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Bandung: Intermasa, 1980), 140. 
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Kontrak elektronik yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia sudah 

sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan 

Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi  Elektronik. Namun, kontrak elektronik tersebut disusun dan dibuat 

oleh pihak PT. Gojek Indonesia, tanpa ada keterlibatan pihak mitra (driver 

GO-JEK) untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi 

klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan 

kontrak. Sehingga dari lima pasal yang mengatur antara hak dan kewajiban 

para pihak, terdapat beberapa pasal yang merugikan pihak mitra (driver GO-

JEK). Pihak mitra (driver GO-JEK) tidak dapat merubah atau mengkoreksi isi 

klausul tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak 

kontrak tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan kontrak elektronik bersifat 

baku, karena isi klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola 

aplikasi (PT. Gojek Indonesia) 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA 

PADA PT. GO-JEK INDONESIA 

 

A. Praktik perjanjian kemitraan PT Go-Jek Indonesia dengan mitra 

(driver) 

Untuk bergabung menjadi Mitra pengendara, PT. GO-JEK Indonesia 

memberikan beberapa syarat yaitu usia minimal 17 Tahun dan PT.GO-JEK 

mensyaratkan beberapa berkas fotocopy KTP, SIM C, dan sebagainya. Setelah 

semua persyaratan terpenuhi, proses selanjutnya yaitu mendatangi kantor 

operasional PT.GO-JEK Indonesia untuk verifikasi berkas, training, 

pembuatan akun, dan pengambilan atribut. 

Di dalam proses pembuatan akun, mitra pengendara diwajibkan untuk 

menyetujui kontrak perjanjian kemitraan yang berada di dalam aplikasi GO-

JEK Driver. Kontrak tersebut berbentuk kontrak elektronik dan dibuat secara 

sepihak oleh PT.GO-JEK Indonesia tanpa melalui proses negosiasi dengan 

Mitra pengendara. Kontrak tersebut telah disiapkan dan dibuat sedemikian 

rupa. 

Mitra pengendara dituntut untuk menyetujui semua klausul yang telah 

dipersiapkan jika ingin meneruskan kerjasama kemitraan tersebut. Jika ada 

suatu klausul yang menurut mitra pengendara kurang sesuai dengan kehendak 

hatinya, mitra pengendara tidak bisa melakukan negosiasi untuk merubah isi 

klausul kontrak tersebut. Mitra pengendara hanya diberi pilihan untuk 

menerima seluruh klausul atau mengakhiri kerjasama kemitraan tersebut.
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Menurut Ulama’ Hanafiyah ada 6 hal yang menjadikan cacatnya 

akad.85. yaitu  kebodohan, paksaan,,  pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur 

kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (fasid). Dan didalam kontrak 

kerjasama PT GO-JEK tersebut dapat dikatakan terdapat unsur paksaan. 

Hal ini juga bertentangan dengan asas perjanjian, seolah-olah mitra 

harus tunduk dan pasrah dengan perjanjian yang ditawarkan tanpa adanya 

musyawarah ataupun negosiasi. Contohnya asas konsensualisme,86 dalam asas 

ini kesuda belah pihak yang melakukan harus sepakat tanpa adanya rasa 

keterpaksaan, namun dalam prakteknya di perjanjian kerjasama PT Go-Jek ini 

mereka tidak punya pilihan lain selain menyatakan setujju atau sepakat dengan 

terpaksa. 

Bukan hanya asas konsensualisme saja yang tidak terpenuhi namun 

terdapat asas-asas lain yang juga tidak terpenuhi, seperti asas kebebasan 

berkontrak, asas keseimbangan, asas kepastian hokum.87  

Tidak semua peraturan diatur dalam kontrak elektronik tersebut. Di 

dalam pasal 3.4 tentang Kode Etik dan Kewajiban Mitra, terdapat beberapa 

kebijakan yang langsung tertulis di dalam perjanjian kemitraan tersebut dan 

ada yang diatur secara terpisah dari perjanjian kemitraan. Untuk kebijakan 

yang terpisah dari perjanjian kemitraan tersebut tertulis pada 

https://driver.GO-JEK.com/hc/id. Kebijakan yang terdapat di website tersebut 

telah beberapa kali mengalami perubahan akan tetapi di dalam setiap 

                                                             
85Rahmat Syafei,  Fiqih Muamalah (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 65. 
86 Wawan Muhwan Hariri, Hokum Perikatan Dilengkapi Hokum Perikatan Dalam Islam, 

(Bandung:Pustaka Setia, 2011), 139. 
87 Ibid, 141-142 
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perubahan tersebut PT. GO-JEK Indonesia memberikan pemberitahuan 

kepada setiap Mitra pengendara melalui pesan singkat.88 

Untuk kebijakan yang berada dalam https://driver.GO-JEK.com/hc/id. 

Berisi jenis-jenis pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi suspend 

dan/atau putus mitra, kebijakan mengenai pembagian hasil, serta informasi 

terbaru terkait dengan aktifitas GO-JEK. 

Mengenai apa saja jenis pelanggaran yang berakibat pada sanksi 

suspend dan/atau putus mitra, pihak GO-JEK tidak menjelaskannya secara 

terperinci pada saat proses pendaftaran maupun proses training. Mitra 

pengendara di tuntut untuk mempelajarinya sendiri. Hal tersebut dikeluhkan 

oleh beberapa driver yang menyatakan bahwa GO-JEK tidak menjelaskan 

secara detail sehingga sering ditemui beberapa kasus yang berakibat kepada 

putus mitra dengan tuduhan order fiktif.89  

Pada tahap pelaksanaan kontrak, PT. GO-JEK Indonesia sering kali 

melakukan beberapa perubahan kebijakan secara sepihak, PT. GO-JEK 

Indonesia juga beberapa kali melakukan perubahan tarif dan perubahan cara 

mendapatkan bonus yang pada akhirnya berakibat pada pendapatan Mitra 

pengendara. 

Pada praktiknya, PT Go-Jek Indonesia menerapkan 2 (dua) bentuk 

sistem perjanjian kemitraan, yaitu: sistem perjanjian kemitraan secara tertulis 

yang dilakukan saat Mitra/ Driver pertama kali mendaftar pada kantor cabang 

PT Go-Jek Indonesia dan yang kedua adalah secara elektronik yaitu saat Mitra 

                                                             
88 https://driver.GO-JEK.com/hc/id. 
89 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

http://www.go-jek.com/
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pertama kali mengunduh aplikasi Go-Jek melalui smartphone android dan log 

in untuk pertama kalinya. 

B. Hak  dan Kewajiban Para Pihak Pada PT. Go-Jek. 

Dari surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan secara tertulis antara 

Mitra/Driver dengan pihak PT Go-Jek Indonesia dapat diketahui tentang hak 

dan kewajiban antar mitra/driver dengan PT Go-Jek adalah sebagai berikut90: 

1. Kewajiban PT Go-Jek Indonesia 

a. PT.Go-Jek Indonesia berkewajiban untuk meminjamkan 2 (dua) buah 

jaket dan 2 (dua) buah helm Go-Jek; 

b. PT.Go-Jek Indonesia berkewajiban untuk memberikan alat kerja 

kepada Mitra/Driver berupa handphone android yang harus diangsur 

selam a 25 (dua puluh lima) minggu dengan angsuran per-minggu 

sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 

2. Kewajiban mitra  

a. Mitra/Driver berkewajiban untuk melaksanakan order yang telah 

diberikan oleh PT Go-Jek Indonesia dengan sebaik-baiknya. 

b. Mitra/Driver berhak atas 2 (dua) buah ja ket dan 2 (dua) buah helm 

Go- Jek yang telah dipinjamkn oleh PT Go-Jek Indonesia; 

c. Mitra/Driver wajib memiliki kendaraan bermotor roda dua yang masih 

baik dan layak serta memiliki surat ijin mengemudi yang masih 

berlaku 

                                                             
90 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

http://www.go-jek.com/
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d. Mitra/Driver wajib untuk menjaga kebersihan penampilannya, 

bersepatu, menggunakan seragam dan atribut yang telah dipinjamkan 

oleh pt go-jek Indonesia. 

 

1. Hak PT Go-Jek Indonesia. 

a. PT.Go-Jek Indonesia berhak atas kerahasiaan yang ada dalam 

perusahaan dan mitra/driver wajib untuk menjaga kerahasiaan 

perusahaan tersebut selama menjadi driver/mitra PT.Go-Jek Indonesia 

b. PT.Go-Jek Indonesia berhak 20% dalam pembagian keuntungan pada 

setiap pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa/konsumen 

kepada mitra/driver Go-Jek 

2. Hak Mitra/Driver 

a. Mitra/Driver berhak atas 80% dari setiap hasil pembayaran yang 

dilakukan konsu men atau pengguna jasa saat menggunakan layanan 

aplikasi Go-Jek; 

b. Mitra/Driver berhak atas 2 (dua) buah ja ket dan 2 (dua) buah helm 

Go- Jek yang telah dipinjamkn oleh PT Go-Jek Indonesia; 

c. Mitra/Driver berhak atas smartphone yang dipinjamkan oleh PT Go-

Jek Indonesia; 

d. Mitra/Driver berhak untuk mengajukan secara tertulis pembatalan 

sepihak jika terjadi ketidaksepahaman tentang harga serta pembayaran 

pada PT Go-Jek.  
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Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Elektronik tersebut 

disebutkan bahwa segala resiko maupun kewajiban yang timbul sebagai 

akibat dari kelalaian Mitra/Driver merupakan tanggung jawab 

Mitra/Driver. Apabila Mitra/Driver melanggar kode etik atau ketentuan 

dalam perjanjian maka PT Go-Jek berhak untuk memberikan sanksi 

berupa91: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan atau penolakan akses Mitra/Driver kedalam akun aplikasi; 

c. Pemutusan perjanjian; 

d. Memproses tindakan Mitra/Driver secara keperdataan maupun pidana 

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra/Driver. 

Jika melihat dari hak antara PT Go-jek dengan mitra akad yang 

digunakan disini adalah akad mudlorobah,  

Hak dan kewajiban antara para pihak tidak seimbang dan proporsional 

karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola 

aplikasi (PT. Gojek Indonesia), yang bertujuan untuk memproteksi dirinya 

dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak mitra (driver GO-

JEK). Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan yang berorientasi posisi 

para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh 

berbagai pihak 

 

C. Penyelesaian sengketa 

Mitra dengan ini membebaskan PGS dari segala macam tuntukan, 

gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata 

maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh mitra, dalam bentuk apapun 

                                                             
91 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

http://www.go-jek.com/
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terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau 

diselesaikan oleh mitra melalui aplikasi melalui kemitraan berdasarkan 

perjanjian ini.Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan 

atau pelaksanaan dari perjanjian ini maka PGS dan mitra sepakat untuk 

menyelesaikan perselisihan dimaksut secara musyawarah. Maka PGS dan 

mitra sepakat menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan, dengan tidak mengurangi hak pgs untuk mengajukan laporan, gugatan 

atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, 

Kepolisian dan Instalasi terkait lainnya dalam wilayah republic Indonesia92. 

D. Berakhirnya Perjanjian Kerja PT. GO-JEK 

Suatu perjanjian dalam perjanjian kerjasama kemitraan di PT Go-jek 

akan berakhir karena93: 

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik 

persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila 

Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan 

ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan 

diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun 

yang disebutkan pada awal pasal ini. 

2. PGS maupun Mitra berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak 

sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan 

mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

                                                             
92 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 
93 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

http://www.go-jek.com/
http://www.go-jek.com/
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3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

berakhirnya Perjanjian, Mitra wajib melunasi setiap jumlah-jumlah yang 

masih terhutang kepada PGS maupun pihak ketiga lainnya yang terkait 

termasuk tagihan Ponsel Pintar yang terhutang apabila ada kepada PGS 

dan/atau Vendor dan/atau uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh Mitra. Pada saat Mitra melunasi setiap jumlah yang terhutang, PGS 

akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah 

diserahkan oleh Mitra kepada PGS pada waktu pendaftaran Aplikasi 

maupun yang mungkin diminta oleh PGS dari waktu ke waktu. PGS 

mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah 

diserahkan oleh Mitra kepada PGS setelah Perjanjian ini berakhir dalam 

halnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada PGS 

yang belum dipenuhi oleh Mitra. 

4. Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa PGS, berdasarkan hak yang 

diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk 

menutup akses mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi dalam 

halnya Perjanjian ini diakhiri. 

Dalam pasal 55 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah 

dijelaskan bahawa94  “perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau diubah 

kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, namun dalam hal ini UU no 13 

tahun 2003 tidak berlaku untuk melindungi mitra GO-JEK ini, karena 

hubungan mitra dengan PT GO-JEK adalah hubungan kemitraan bukan 

                                                             
94 Pasal 55 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Dari sini bisa ditarik kesimpulan 

bahwa diindonesia belum ada UU yang mengatur mengenai hubungan 

kemitraan secara jelas dan detail sehingga, tidak ada perlindungan bagi mitra 

GO-JEK ini.   
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BAB V 

AKIBAT PERJANJIAN KERJA PT. GO-JEK INDONESIA MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES). 

 

A. Akibat Perjanjian Kerjasama kemitraan PT. Go-Jek Indonesia dengan 

mitra  Perspektif Dari UU No. 13 Tahun 2003 

PT.Go-Jek telah menyediakan aplikasi Go-Jek yang digunakan 

pengemudi Go-Jek untuk mencari pesanan konsumen sehingga mendapatkan 

imbalan berupa uang tunai maupun saldo. PT.Go-Jek tentu membutuhkan 

biaya untuk perawatan server aplikasi dan untuk mengaji karyawan yang 

bekerja didalam perusahaan PT.Go-Jek. Sehingga dalam perjanjian kerjasama 

kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek, ada suatu bagi hasil 

antara pihak- pihak. Bagi hasil tersebut timbul apabila pengemudi Go-Jek 

mendapatkan upah atau bayaran atas jasa yang telah dia lakukan kepada 

konsumen, dimana PT.Go-Jek mendapatkan 20% atas upah tersebut dan 

pengemudi Go-Jek mendapatkan sisanya yaitu 80%. Apabila pembayaran 

yang dilakukan oleh konsumen menggunakan uang tunai, maka 20% yang 

menjadi hak PT.Go-Jek akan didapatkan dari terpotongnya saldo milih 

pengemudi Go-Jek. Karena setiap pengemudi Go-Jek wajib memiliki saldo 

Go-Jek untuk pembayaran saldo ataupun poin-poin bonus yang akan 

diberikan oleh PT.Go-Jek yang dapat ditukarkan uang tunai apabila telah 

terkumpul dengan batas minimal yang ditentukan oleh pihak PT.Go-Jek. 

Namun apabila pembayaran dilakukan secara saldo oleh pihak konsumen, 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

71 

 

maka pengemudi Go-Jek tidak mendapatkan uang secara tunai, melainkan 

bertambahnya saldo Go-Jek miliknya yang sudah secara otomatis terpotong 

20% untuk PT.Go-Jek. 

Dengan antusias masyarakat yang tinggi tentang ojek online, justru 

belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang ojek online itu 

sendiri di Indonesia. Sehingga masyarakat kita beranggapan bahwa 

pengemudi ojek online merupakan pekerja dari perusahaan ojek online 

tersebut sehingga adanya hubungan kerja antara kedua belah pihak. 

Pengertian hubungan kerja telah diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 angka 1595: 

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah” 

 

Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang unsur-unsur dari hubungan 

kerja tersebut didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Hanya ada pengertian tentang Upah didalam Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu didalam pasal 

1 ayat 3096: 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, 

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” 

                                                             
95 Pasal 1 angka 15 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
96 Pasal 1 angka 30 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
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Jika kita melihat unsur-unsur tersebut didalam perjanjian kerjasama 

kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek dari unsur 

pekerjaan,upah dan perintah tidak ada satu pun unsur yang terpenuhi. 

Pekerjaan seorang pengemudi Go-Jek tidak hanya melakukan 

pekerjaan yang telah diberikan oleh PT.Go-Jek dimana pengemudi Go-Jek 

bebas untuk memilih apakah ingin bekerja sebagai ojek online atau 

melakukan pekerjaan lainnya, tidak ada paksaan dari pihak perusahaan yang 

membuat pengemudi Go-Jek harus dan hanya boleh melakukan pekerjaan 

yang PT.Go-Jek berikan. Mereka pengemudi Go-Jek juga bebas memilih 

untuk libur dan selesai bekerja sesuai keinginan mereka sendiri, tidak ada 

target tertentu yang harus mereka penuhi namun mereka akan mendapatkan 

poin tertentu jika dapat memenuhi target dan poin tersebut dapat ditukarkan 

menjadi uang. Tentu poin ini hanya sebatas bonus dari pihak perusahaan atas 

kerja dari pengemudi Go-Jek. 

Unsur berikutnya yaitu Upah, seperti yang dijelaskan di atas dalam 

pasal 1 ayat 30 dalam Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bahwa secara singkat memiliki arti sebagai imbalan berupa 

uang atau benda berharga yang berikan oleh perusahaan atas pekerjaan yang 

dilakukan oleh buruh. Dalam kasus pengemudi Go-Jek nyatanya imbalan atau 

upah yang mereka dapat dari pihak konsumen setelah mereka melakukan 

order berupa Go-Jek, go-food maupun lainnya. Namun perusahaan disini 

yaitu PT.Go-Jek memiliki peran yang besar dalam upah yang diberikan oleh 

konsumen kepada pengemudi Go-Jek, karena PT.Go-Jek lah yang 
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menentukan tarif dari suatu jasa tersebut, sehingga terkadang pihak 

perusahaan merubah tarif secara sepihak untuk mengurangi saingan bisnis 

ojek online. Hal tersebut yang sering dikeluhkan oleh pengemudi Go-Jek 

dimana tarif yang semakin murah dan tanpa dilakukannya perundingan antara 

perwakilan kedua belah pihak, dimana poin kesetaraan didalam perjanjian 

kerjasama kemitraan tersebut masih memiliki kesenjangan seperti PT.Go-Jek 

merupakan atasan dari para pengemudi Go-Jek. 

Kemudian yang berikutnya yaitu unsur perintah97. Perintah oleh 

pengemudi Go-Jek untuk mengantarkan penumpang, memesan makanan 

maupun jasa lainnya disini bukan merupakan perintah dari perusahaan yaitu 

PT.Go-Jek namun dari pihak konsumen dan atas kemauan dari pengemudi 

Go-Jek sendiri apakah ingin menerima atau menolak orderan tersebut, tidak 

ada perintah maupun keharusan untuk menerima segala pesanan yang 

diterima oleh pengemudi Go-Jek. Memang benar perintah tersebut didapatkan 

dari aplikasi perusahaan PT.Go-Jek namun nyatanya tetap konsumen lah yang 

memberikan perintah pesanan tersebut bukan dari perusahaan dan pengemudi 

Go-Jek tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menerima pesanan, mereka 

bisa saja menolak pesanan memang karena telah lelah maupun upah yang 

diterima dianggap tidak sesuai keinginan, mereka diberi kebebasan untuk 

memilih. 

Karena dari ketiga unsur hubungan kerja tersebut tidak terpenuhi, 

maka tidak ada hubungan kerja diantara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-

                                                             
97 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. 
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Jek. Hubungan yang timbul antara kedua belah pihak yaitu sebagai mitra 

kerja, maka pengemudi Go-Jek tidak mempunyai hak yang dimiliki oleh 

pekerja atau buruh seperti pada umumnya. Mereka pengemudi Go-Jek adalah 

mitra kerja maka apa yang terjadi dalam pekerjaanya adalah tanggung jawab 

mereka sendiri bukan pihak perusahaan. Perusahaan hanya bertanggung 

jawab terhadap konsumen dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan 

menyimpang maupun kejahatan yang dilakukan oleh pengemudi Go-Jek. 

Kedua pihak juga memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian tersebut apabila 

merasa dirugikan, dengan begitu tidak adanya hubungan mengikat antara satu 

sama lain, hanya sebatas mitra kerja saja. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

peraturan lainnya dibidang ketenagakerjaan tidak berlaku didalam perjanjian 

kerjasama kemitraan PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek. Karena peraturan 

perundang-undangan ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan pengusaha 

dengan pekerja, atasan dengan bawahan98. Sedangkan perjanjian kemitraan 

unsur utamanya yaitu kesetaraan antara para pihak99. 

Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata bahwa: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya” 

 

                                                             
98 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
99 PP no 44 tahun 1997 tentang kemitraan.  
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Asas kebebasan berkontrak disini tidaklah sepenuhnya bebas dimana 

tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang 

didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu100: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan 

pengemudi Go-Jek, perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh PT.Go-Jek 

sehingga perjanjian bersifat baku, dimana pengemudi Go-Jek hanya 

memiliki pilihan menerima ataupun menolak perjanjian tersebut, tidak bisa 

merubah sesuai keinginan mereka. Namun hal tersebut tetap dianggap 

setuju karena ditanda tangani oleh kedua belah pihak, tidak peduli 

perjanjian tersebut dirundingkan lalu dibuat maupun tanpa perundingan 

terlebih dahulu, perjanjian model baku seperti ini sudah biasa pada 

perjanjian kerja, namun seharusnya apabila perjanjian tersebut berpola 

kemitraan ada timbal-balik dapat pembuatan perjanjian antar pihak-pihak 

yang bersangkutan tidak hanya oleh sepihak saja. Karena perjanjian kerja 

bersifat atasan dengan bawahan sehingga wajar atasan memiliki 

keuntungan lebih, namun dalam perjanjian kemitraan kedua belah pihak 

memiliki status yang setara sehingga perlu perundingan kedua belah pihak 

karena mereka bukan atasan maupun bawahan. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Pasal 1329 KUH perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah 

cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak 

                                                             
100Pasal 1320 KUHperdata  
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cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum 

dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, 

orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya 

Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam 

perkawinan dianggap cakap hukum). 

Karena dalam pendaftaran calon pengemudi Go-Jek memerlukan 

syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SIM (surat izin 

mengemudi) yang hanya bisa didapatkan seseorang apabila telah berumur 

lebih dari 17 Tahun maka dapat ditarik kesimpulan semua pengemudi Go- 

Jek sudah dewasa dan cakap. 

3. Suatu hal tertentu 

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian 

haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang 

diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Obyek 

perjanjian tidak hanya berupa benda namun juga dapat berupa jasa 

Didalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan 

pengemudi Go-Jek obyek perjanjian merupakan jasa yang diberikan oleh 

PT.Go-Jek berupa aplikasi yang dapat digunakan pengemudi Go-Jek untuk 

mendapatkan pesanan konsumen sehingga mendapatkan suatu imbalan 

berupa uang tunai maupun uang elektronik atau saldo. Karena telah 

menggunakan aplikasi dari PT.Go-Jek, pengemudi Go-Jek diwajibkan 

membagi hasil dari imbalan yang dapatkan dari konsumen sebesar 20% 

untuk PT.Go-Jek dan 80% untuk pengemudi Go-Jek. PT.Go-Jek 
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diuntungkan dengan telah membuat suatu aplikasi yang dapat membuat 

pesanan ojek lebih mudah, sedangkan pengemudi Go-Jek diuntungkan 

juga dengan adanya aplikasi yang membuat pesanan mereka semakin 

dimudahkan dan ramai. 

4. Suatu sebab yang halal 

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang 

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Selama suatu 

sebab tidak dilaang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan 

kesusilaan baik atau ketertiban umum sesuai pasal 1337 Kitab Undang- 

undang Hukum Perdata. 

Perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan 

pengemudi Go-Jek memiliki sebab yang halal karena keduanya merasa 

diuntungkan, dengan adanya aplikasi yang memudahkan pesanan, lalu 

dengan pengemudi Go-Jek yang membagi hasil imbalan tersebut kepada 

PT.Go- Jek. Dan juga hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan 

maupun peraturan perundangan. 

Sehingga pada dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh 

kedua belah pihak. Apabila ada perubahan tentang isi perjanjian secara 

sepihak dikemudian hari maka perjanjian tersebutpun harus didasarkan 

pada kata sepakat, apabila salah satu pihak tidak sepakat maka perjanjian 

tersebut tidak mengikat kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian yang 

berada diaplikasi Go- Jek, para pengemudi Go-Jek sering mengabaikan 

isinya dan mereka setuju tanpa mengetahui isi perjanjian tersebut. 
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“Mitra menyetujui bahwa PGS dapat101: 

sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayarkan 

oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra 

secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media 

komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS); dan untuk menarik 

jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang 

ditunjuk oleh PGS ataupun afiliasi dari PGS untuk melakukan 

penarikan jumlah yang ditentukan oleh PGS untuk keperluan 

pembayaran cicilan, pembayaran uang penalti atas pelanggaran 

yang dilakukan oleh Mitra, maupun pembayaran lain sebagaimana 

berlaku.” 

 

Secara jelas dalam potongan perjanjian elektronik tersebut bahwa 

pihak pengemudi Go-Jek mensetujui bahwa pihak PT.Go-Jek dapat 

merubah tarif secara sepihak tanpa persetujuan pengemudi Go-Jek 

sehingga tidak bisa dijadikan alasan bahwa PT.Go-Jek merubah tarif tanpa 

persetujuan pengemudi Go-Jek karena mereka dengan telah mensetujui 

perjanjian kemitraan tersebut, entah mengerti atau dianggap mengerti. 

Pada akhirnya apabila pengemudi Go-Jek merasa keberatan akan 

isi perjanjian kerjasama kemitraan terseut mereka tetap dapat menggugat 

secara perdata namun ukan ketenagakerjaan. Pihak PT. Go-Jek leih 

memilih untuk memutuskan hubungan mitra tersebut apabila terjadi 

gugatan perdata, sehingga unsur kesetaraan dalam perjanjian kemitraan 

disini ternodai karena perusahaan yang tetap menjadi atasan dan 

pengemudi Go-Jek menjadi bawahan karena memegang penuh kendali dan 

pengemudi Go-Jek hanya bisa menerima  tanpa musyawarah antara kedua 

belah pihak. Hal ini tentu hal yang wajar apabila antar PT. Go-Jek dan 

pengemudi  terjadi hubungan kerja, namun perlu ditegaskan lagi disini 

                                                             
101 Perjanjian kerjasama kemitraan, www.go-jek.com 

http://www.go-jek.com/
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hanyalah sebagai mitra. Perjanjian tersebut seperti campuran antara 

kemitraan dengan hubungan kerja. Namun tetap sesuai pasal 1338 

KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga selama 

kedua belah pihak saling diuntugkan dan merasa tidak terlalu dirugikan 

yang membuat perjanjian diakhiri, maka perjanjian terseut terus berjalan 

dan mengikat kedua belah pihak.102 

B. Akibat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia dengan 

mitra Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 

Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh PT.GO-JEK Indonesia 

dengan Mitra Pengendara di tuangkan kedalam bentuk kontrak elektronik. 

Hal ini dilakukan oleh PT.GO-JEK  Indonesia sebagai perusahaan teknologi 

untuk mewujudkan efisiensi, mudah diterapkan, dan dapat dilakukan secara 

massal dengan biaya yang cukup murah.103 

Mengenai sighat akad, Tulisan bisa digunakan sebagai salah satu cara 

untuk mengungkapkan niat dan kehendak, sebagai pengganti ucapan secara 

lisan. Oleh karena itu, akad yang dilakukan melalui tulisan harus jelas, 

tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.104 

Dalam perjanjian ini ijab dan qabul terjadi saat mitra pengendara 

menggunakan aplikasi GO-JEK Driver pada saat pertama kali, karena untuk 

penggunaan aplikasi tersebut, Mitra pengendara diwajibkan untuk melakukan 

pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian dengan cara mengklik 

                                                             
102 Pasal 1338 KUHPerdata. 
103 Noor Harisudin, Fiqih Muamalah 1, (Surabaya, CV Salsabila Putra Pratama, 2014, 11. 
104 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 51. 
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persetujuan. Jika Mitra pengendara tidak melakukan tindakan tersebut maka 

mitra pengendara tidak akan bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk 

mencari penumpang. Dalam hal ini para pihak telah menyepakati bagaimana 

cara masing-masing pihak menyatakan persetujuan. 

Akad sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya adalah 

kesepakatan antara dua kehendak yang menimbulkan akibat-akibat hukum. 

Kehendak untuk mengadakan akad itu ada dua macam yaitu kehendak batin 

dan kehendak lahir. Kehendak batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan 

(ar-ridha) dan pilihan (al-ikhtiyar). Kehendak  lahir  yaitu  suatu shigat atau 

yang menempati tempatnya, seperti perbuatan, yang mengungkapkan 

kehendak batin. Apabila kehendak batin dan lahir itu sesuai maka akad 

dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada surat an-nisa’ ayat 29 yang artinya “ 

wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama sukadiantara kamu”.105 

Dalam suatu akad terkadang hanya terdapat kehendak lahirnya saja, 

sedangkan kehendak batinnya tidak ada. Dalam keadaan seperti ini akad itu 

hanya formalnya saja, dan secara hukum dalam beberapa hal menurut jumhur 

ulama, akad semacam ini dikategorikan sebagai akad yang tidak sah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, banyak sekali Mitra 

pengendara yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan 

beberapa klausul/peraturan yang dibuat oleh PT.GO-JEK Indonesia. Akan 

                                                             
105 Al-quran, surat annisa’ ayat 29. 
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tetapi mereka menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa 

mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Mereka menyadari bahwa 

posisi mereka lemah dan tidak bisa merundingkan isi perjanjian tersebut yang 

memang dibuat sedemikian rupa. 

Akibatnya, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan 

perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah 

dicapai tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut dengan cacat 

kehendak atau kecacatan ridla, yang artinya perkara yang mengotoi keinginan 

atau menghilangkan keridlaan secara sempurnam. Kecacatan ini terbagi 

menjadi 3 macam yaitu pemaksaan, kesalahan, dan penipuan.106 Sehingga 

memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang 

merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. 

Dalam hal ini, kontrak elektronik sah dilakukan karena tidak ada 

larangan yang secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan 

tetapi, dalam pelaksanaannya, kontrak elektronik yang memuat perjanjian 

baku tersebut melupakan akan esensi dari prinsip Syariah yaitu prinsip 

keseimbangan. Pada praktiknya, pihak pengelola aplikasi tidak memberikan 

kesempatan bagi pihak mitra pengendara untuk memberikan pendapat, saran 

maupun komplain ketika menyusun perjanjian tersebut. Pihak pengelola 

membuat perjanjian tersebut secara sepihak sehingga besar kemungkinan 

pihak pengelola membuat isi perjanjian yang lebih menguntungkan daripada 

pihak mitra lainnya. 

                                                             
106 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 64. 
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Terdapat tiga kategori akibat hukum dari perjanjian atau akad dari segi 

hukum Islam,107 yaitu akad yang sah, akad yang fasad dan akad yang batal. 

Akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka 

yang mengadakan akad. Sedangkan pada akad fasad dan akad batal keduanya 

sama-sama tidak dapat diwujudkan dan tidak memberikan akibat hukum 

apapun bagi para pihak yang membuat akad. 

Perjanjian baku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa 

kontrak kemitraan antara para pihak di GO-JEK tersebut kurang 

mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat 

timbulnya suatu kezaliman. Hal tersebut dapat terlihat dari isi perjanjian 

kemitraan tersebut. PT. GO-JEK Indonesia bebas untuk secara sepihak 

menetapkan jumlah bagi hasil, serta melakukan tindakan suspend, dan 

pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak jika Mitra terindikasi 

melakukan pelanggaran kode etik, tanpa membuktikan kepada pihak 

manapun kalau mitra tersebut melakukan pelanggaran kode etik. 

Sehingga pada praktiknya mitra pengendara bisa terkena pemutusan 

perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. 

Hal tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut 

menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sitem tersebut 

yang berakibat merugikan para mitra. Dengan demikian hal tersebut 

bertentangan dengan rukun akad yang keempat yaitu tidak bertentangan 

dengan shara. Perjanjian baku termasuk pada perjanjian  yang  sah,  akan  

                                                             
107 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 66. 
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tetapi  perjanjian  baku  tersebut  tidak  mengandung prinsip kebebasan 

berkontrak dan keseimbangan (tawāzun). Secara hukum Islam, perjanjian 

tersebut menjadi fasad. Akad yang fasad (dapat dibatalkan), yaitu akad yang 

terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, tetapi ada segi atau hal lain yang 

merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Oleh karena itu, 

perjanjian baku tidak dapat berlaku mengikat bagi para pihak. 

Menghormati perjanjian menurut Islam hukumnya wajib. Hal ini 

karena ia memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian di 

samping dapat menyelesaikan persengketaan. Allah SWT memerintahkan 

agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah maupun manusia. 

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa 

yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibanya dalam 

perjanjian tersebut. Dalam hal ini seharusnya jika Mitra pengendara 

menyadari bahwa peraturan yang dibuat GO-JEK tidak sesuai denga 

kehendak hatinya, dan peraturan tersebut memang tidak bisa dirubah sesuai 

dengan kehendak hati mitra pengendara, maka mitra pengendara seharusnya 

menolak perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam praktik memang mitra 

pengendara menyetujui perjanjian tersebut demi mendapat pendapatan untuk 

kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut seharusnya mitra pengendara 

memang harus bersedia mengikuti persyaratan yang ada. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari 

permasalahan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahawa dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh PT Go-jek tersebut 

terdapat ketidak seimbangan kedudukan atara mitra denngan PT Go-jek, 

maka hubungan hukum yang timbul antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi 

Go- jek  bukan merupakan suatu hubungan kemitraan melainkan 

hubungan kerja. Karena unsur untuk disebut menjadi hubungan kerja yaitu 

pekerjaan, upah dan perintah sesuai yang tercantum dalam Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 

angka 15. Seharusnya jika hubbungan mereka adalah hubungan kemitraan 

maka kedudukan mereka harus sejajar. 

2. Bahwa dalam pelaksaan perjanjian tersebut hubungan yang timbul antara 

PT.Go-jek dengan pengemudi go-jek adalah mitra kerja, maka peraturan 

perundang-undangan tentang ketenagakerjaan tidak berlaku, sehingga hak 

pengemudi go-jek sebagai pekerja tidak didapatkan karena mereka bukan 

pekerja dari suatu perusahaan melainkan suatu mitra. Disini terdapat 

kekosongan hokum yang belum mengatur hubbungan kemitraan antara 

PT go-jek dengan mitra, akibatnya banyak sekali mitra yang dirugikan dan 

di putus secara sepihak. 
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3. Bahwa menurut KHES perjanjian yang di buat oleh PT Go-jek tersebut  

adalah perjanjian baku yang diterapkan PT. GO-JEK Indonesia dengan 

Mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip keseimbangan 

(tawāzun). Secara hukum Islam, akibatnya perjanjian tersebut menjadi 

fasad (dapat dibatalkan). Dan didalam UU No 13 tahun 2003 tentang 

ketenaga kerjaan belum mengatur adanya perlindungan hokum bagi 

miitra go-jek yang kedudukannya seharusnya seimbang namun 

faktanya tidkan seimbang. 

B. Saran 

1. Kepada pemerintah, melihat dari tingginya antusias masyarakat tentang 

transportasi online untuk menjadi pengemudi ojek online, maupun hanya 

sebatas konsumen, alangkah lebih baiknya bila pemerintah membuat 

peraturan maupun undang-undang yang mengatur tentang alat transportasi 

online tersebut agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang 

sesuai karena belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang hal 

tersebut. 

2. Kepada PT GO-JEK, melihat minimnya hak yang didapatkan pengemudi 

go-jek dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT.go-jek. Alangkah 

lebih baik apabila pengemudi go-jek tersebut diangkat menjadi sebuah 

karyawan. 

3. Kepada masyarakat atau pelanggan PT GO_JEK, seharusnya mereka lebih 

memikirkan apa saja kendala yang mungkin dialami oleh pengemudi go-

jek selama menjalankan pesanan mereka. Jika mereka membatalkan 
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pesanan secara sepihak maka pengemudi go-jek akan mengalami kerugian 

waktu, bahan bakar kendaraan atau bahkan uang yang terlebih dahulu 

mereka bayarkan untuk memesan makanan dalam jasa go-jek yang berupa 

go-food yaitu pemesanan makanan secara online
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PERJANJIAN ELEKTRONIK PT. GO-JEK INDONESIA 

 

1. KETENTUAN UMUM 

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (Perjanjian) mengatur 

hubungan antara anda, perorangan (Mitra), PT GO-JEK Indonesia, yang beralamat di Jl. 

Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, 

Gedung Equity Tower, 35 th Floor, Jakarta 12190, Indonesia (GI), dan PT Aplikasi Karya 

Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. 

Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 

12160, Indonesia (AKAB), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang 

dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik. 

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam Perjanjian ini, 

a. Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan 

diri melalui Aplikasi GO-JEK; 

b. Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan 

setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga 

yang bekerja sama dengan GI ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa 

untuk antar jemput barang dan atau orang layanan pesan antar barang dengan 

kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait. 

c. AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GO-JEK yang 

dimanfaatkan konsumen yang telah terdaf untuk memperoleh jasa layanan antar 

jemput barang dan atau orang, layanan pesanan tarbarang ataupun jasa lainnya dengan 

kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1); 

d. GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyedi 

akan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan 

Aplikasi GO-JEK; 

e. Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan atau orang, pesan 

antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui 

Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki 

oleh Mitra sendiri; 

f. Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi GO-JEK; 

g. Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan 

penggunaan Aplikasi GO-JEK maupun fitur fitur di dalam Aplikasi GO-JEK 

(sebagaimana berlaku); 
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h. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system 

elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan PeraturanPemerintah No. 82 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

2. HUBUNGAN KERJASAMA 

a. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2016. Dengan ini Mitra 

memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam 

perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara 

elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK, Mitra 

akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah 

hubungan kontrak kerja sama antara Mitra, GI dan AKAB. Mitra mempunyai 

kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan 

pemanfaatan Aplikasi GO-JEK. 

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau 

menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GI atau AKAB dapat secara 

langsung menghentikan Persyaratan ini atau Aplikasi GO-JEK yang sehubungan 

dengan Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra 

kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun 

untuk alas an apa pun. 

b. AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, 

dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu kewaktu. Perubahan atau 

penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan 

perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencaku 

pperubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat 

dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang 

berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah 

tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratanakan diartikan bahwa Mitra setuju 

untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan. 

c. GI, AKAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan 

subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GI merupakan perusahaan yang 

mengelola kerjasamadengan Mitra dan AKAB merupakan pemilik dan operator 

Aplikasi GO-JEK yang dipergunakan oleh Mitra. Perjanjian kerjasama ini tidak 

menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-

masing GI, AKAB dan Mitra. 

http://blogskangsilham.blogspot.com/
http://huniantermurah.blogspot.com/


digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

d. Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, GI, melalui hubungan 

kontraktual kerjasama ini, memberikan kesempatan kepada AKAB atas nama GI untuk 

memberi kepada Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, 

tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk: 

(i) mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK pada perangkat Ponsel Pintar yang 

dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas 

Aplikasi GO-JEK mengakses dan menggunakan konten, isi, informasi dan 

materiterkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi GO-JEK, dan semata-mata 

untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi. 

(ii) Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GO-JEK merupakan 

dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas 

dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dariAplikasi GO-JEK. 

Penggunaan Mitra atasAplikasi GO-JEK maupun pemberian hak oleh GI kepada 

Mitra atas penggunaan Aplikasi GO-JEK, tidak dapat diartikan menyatakan atau 

memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi GO-JEK. 

e. Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan 

yang ditentukan oleh GI sebagai berikut: 

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin 

Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah 

untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan pengantaran dengan 

kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui Aplikasi GO-

JEK (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku); 

2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi 

persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan 

nyaman untuk dikendarai di jalan; 

3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB; 

4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam 

Kepolisian Republik Indonesia; 

5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan 

sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam 

Perjanjianini dan kualifikasi minimum GIyang akan dijelaskan secara terpisah 

namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. 

Mitra menyetujui bahwa GI, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak 

untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan di atas, termasuk 

namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen 

http://celotehsangmuslim.blogspot.com/
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tambahan untuk disimpan oleh GI (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu 

keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GI) selama Perjanjian ini 

berlaku atau pununtuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GI sendiri, 

memeriksa keadaan fisik maupun surat-sura tpendaftaran (Surat Tanda Nomor 

Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas 

kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai Mitra, meminta Mitra untuk 

membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang 

terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GI, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit 

mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian ini diakhiri), maupun, apabila 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk 

memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi 

sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. PENGGUNAAN APLIKASI GO-JEK 

1. Pendaftaran 

a. Untuk tujuan penggunaan Aplikasi GO-JEK, Mitra harus; 

1. Memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalamPasal 2(e) di atas; 

2. Memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di 

dalam Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan 

secara electronic atas Perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari 

Perjanjian ini; dan 

3. mendaftar dan memeliharaakun pada Aplikasi GO-JEK sebagai pengguna 

aktif (“Akun”). 

4. Membaca syarat dan ketentuan kerja-sama dengan GI maupun AKAB 

berdasarkan Persyaratan 

b. Untuk tujuan mendaftar dan memelihara Akun, Mitra diwajibkan untuk 

menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak 

terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening 

Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra bertanggung jawab 

atas semua kegiatan yang terjadi pada Akun yang dipelihara oleh Mitra. Kecuali 

diizinkan lain oleh AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan 

memelihara satu Akun. 

c. Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam 

halnya ada perubahan atas data-data Mitra yang telah diberikan kepada AKAB, 

termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi 

mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. 
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d. Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberi anak  kepada pihak ketiga 

mana pun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan 

informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga 

siapapun. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun 

Persyaratan saat menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra menyetujui bahwa 

Mitra akan hanya menggunakan Aplikasi GO-JEK untuk tujuan yang dibenarkan 

oleh hukum (misalnya, tidak mengangkut, menyimpan atau membantu perbuatan 

atau tindakan apapun  yang  berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya atau yang 

dilarang oleh hukum). Mitra tidak boleh, dalam menggunakan Aplikasi GO-JEK, 

menimbulkan gangguan, ketidak nyamanan, atau kerusakan property terhadap 

pihak lain mana pun. Dalam situasi tertentu yang dapat ditentukan oleh GI, Mitra 

dapat diminta untuk menunjuk kan bukti identitas diriuntuk mengakses atau 

menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra setuju bahwa Mitra dapat ditolak untuk 

mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK jika Mitra menolak untuk 

memberikan bukti identitas diri. 

e. Dengan membuat Akun, Mitra setuju bahwa Aplikasi GO-JEK mungkin akan 

mengirimkan Mitra pesan teks informatif (baik melalui SMS atau aplikasi pengirim 

pesan) sebagai bagian dari penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK. 

2. Penggunaan Aplikasi 

a. Penggunaan Aplikasi GO-JEK dilakukan oleh Mitra melalui Ponsel Pintar. Mitra 

tidak dapat menggunakan Aplikasi GO-JEK melalui sarana elektronik lainnya 

selain Ponsel Pintar. Mitra dilarang untuk meretas atau melakukan modifikasi 

Ponsel Pintar atau Aplikasi GO-JEK untuk tujuan lain apapun termasuk 

menggunakannya untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh 

GI atau AKAB. 

b. Pengadaan dan penggunaan Ponsel Pintar adalah tanggung jawab Mitra sendiri 

termasuk namun tidak terbatas pada pembelian dari Ponsel Pintar tersebut, 

pembayaran semua biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, 

termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, SMS, paket data internet. 

GI dapat, atas keputusan GI sendiri, melakukan pengadaanPonsel Pintaruntuk 

Mitra dalambentuk yang dapatdiputuskan oleh GI sendiri termasuk dengan 

bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang bekerja sama dengan GI dan/atau 

AKAB didalam pengadaan Ponsel Pintar tersebut (Vendor) dan berdasarkan 

syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor. Khusus bagi 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

Mitra yang menerima pengadaan Ponsel Pintar oleh GI dan/atau Vendor, Mitra 

mengerti dan menyetujui bahwa.  

1. GI dan atau Vendor mempunyai hak untuk menentukan tata cara dan metode 

pembayaran maupun pelunasan atas Ponsel Pintar yang diadakan oleh GI dan 

atau Vendor; 

2. Mitra mempunyai kewajiban untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang 

kepada GI dan/atau Vendor berdasarkan jadwal pembayaran yang ditentukan 

oleh GI dan/atau Vendor; 

3. GI dan atau Vendor mempunyai hak untuk meminta Mitra untuk 

memberikan kepada GI dan/atau Vendor jaminan dalam bentuk yang dapat 

ditentukan GI dan/atau Vendor; 

4. Sebelum Mitra melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk 

pengadaan Ponsel Pintar, Mitra dilarang untuk meminjamkan, menyewakan 

maupunmengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas Ponsel Pintar kepada 

pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI dan/atau Vendor; 

5. Dalam hal Ponsel Pintar hilang dari penguasaan Mitra, Mitra diwajibkan 

untuk melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian diwilayah Ponsel 

Pintar hilang dan menyertakan salinan bukti laporan kepada GI dan/atau 

Vendor; 

6. Apabila Mitra telah melunasi seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau 

Vendor maka Ponsel Pintari tuakan menjadi milik Mitra dan penggunaan 

Ponsel Pintar tersebu akan tunduk pada ketentuan berdasarkan Perjanjian ini 

selama Mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini; 

7. Apabila Mitra tidakmampumelunasijumlahterhutangkepada GI dan/atau 

Vendor untuk pengadaan PonselPintar atau Perjanjia nini diakhiri sebelums 

eluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor dibayar, GI dan/atau 

Vendor melalui GI mempunyai hak untuk menarik jumlah uang sebesa 

rjumlah terhutang kepada GI dari rekening bank Mitra pada bank yang 

ditunjuk oleh AKAB. 

c. Apabila Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra hilang, dicuri, 

rusak dan/atau peristiwa lain yang menyebabkan Ponsel Pinta rtidk lagi dalam 

kuasa Mitra, Mitra akan segera memberitahukan GI dan mematuhi prosedur 

yang telah ditetapkan GI. Dalam peristiwa ini, Mitra setuju bahwa GI maupun 

AKAB, mempunyai hak untuk menutup akses Mitra pada Akun yang 

dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK. 
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d. Mitra mengerti dan menyetujui bahwa hanya Mitra yang diperbolehkan untu k 

mengakses Akun yang dimiliki Mitra dalamAplikasi GO-JEK melalui 

PonselPintar yang menggunakan nomor telefon yang telah berikan kepada GI 

pada saat melakukan pendaftaran Akun termasuk untuk melakukan pelayanan 

kepad aKonsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, 

menyewakan maupun mengalihkan Ponsel Pinta runtuk tujuanakses Akun yang 

dimiliki Mitra dalam Aplikasi GO-JEK termasuk untuk pelayanan kepada 

Konsumentan papersetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI atau AKAB. 

e. GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup atau pun tidak memberikan 

Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila GI atau 

AKAB menganggap, dalam diskresi GI atau AKAB sendiri tanpa harus 

dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan 

dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra 

dalamkerja samanya dengan GI ataupun AKAB. 

Dalamhalpelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa GI atau 

AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang 

dianggap perlu oleh GI atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran Persyaratan 

oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada pemberian surat peringatan, 

penarikan sebagian atau seluruh jumlah uang dari rekening bank Mitra pada 

bank yang ditunjuk oleh AKAB, penutupan Akun Mitra, pemutusan akses 

Mitra atasAplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun menproses 

tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana berdasar kan ketentua 

nperundang-undangan yang berlaku). 

f. Mitra mengakui bahwa GI merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa 

pihak ketiga yang disediakan melalui Aplikasi GO-JEK dan AKAB merupakan 

pihak penyedia Aplikasi GO-JEK dan masing-masing GI maupun AKAB 

bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua 

layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui 

Aplikasi GO-JEK disediakan oleh Mitra sebagai kontrak torpihak ketiga 

independen yang bukan merupakan afiliasi dari GI maupun AKAB dan tidak 

dipekerjakan oleh GI maupun AKAB. 

g. Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra 

tidak akan mengambil pesanan atau pun menyediakan jasa antar-jemput barang 

dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain 

Aplikasi GO-JEK termasuk namun tidak terbata smelalui aplikasi yang dikelola 
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oleh pihak-pihak selain GI atau AKAB. Sehubungan dengan ini, Mitra setuju 

untu kmengembalikan setelan Ponsel Pintar kesetelan pabrik atau menghapus 

setiap aplikasi lain di Ponsel Pintar yang dimiliki Mitra yang dapat digunakan 

sebagai sarana penyediaan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-

antar barang. 

h. Mitra menyetujui bahwa GI maupun AKAB mempunyai hak: 

1) Untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening 

Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB di atas batas tertentu, batas 

mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar 

pertimbangannnya sendiri dari waktuke dan akan diberitahukan kepada 

Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media 

lainnya), dan 

2) Untuk menahan akses Mitra kedalam Akun yang dimilikinya maupun 

menahan fitur fitur yang ada dalam Aplikasi GO-JEK dalam Akun yang 

dimiliki Mitra dalam hal jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada 

bank yang ditunjuk oleh AKAB berada dibawah batas yang telah ditentukan 

oleh AKAB. 

3. Pembayaran Oleh Konsumen 

a. Mitra menyetujui bahwa harga dan struk tur pembayaran oleh penerima jasa atas 

jasa yang disediakan oleh Mitra denganmenggunakan Aplikasi GO-JEK 

("Konsumen"), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh Konsumen adalah 

harga yang ditunjukan melalui Aplikasi GO-JEK. 

b. Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat: 

1. Menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan 

diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK atau 

pun melalui media lainnya); 

2. Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari 

Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumenuntuk 

penggunaaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah 

berdasarkan persentas tetertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen 

(yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan 

sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara 

tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya); dan 

untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang 
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ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan 

jumlah yang ditentukan oleh AKAB melalui cara lain untuk keperluan 

pembagianhasil sebagai mana dinyatakan dalam pasal 2 di atas. 

c. Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi GO-JEK, GI 

ataupun AKAB dapat  melakukan kegiatan promosi dimana biaya atas kegiatan 

promosi tersebut akan dibebankan kepada GI ataupun AKAB. Besarnya biaya yang 

dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB adalah berdasarkan keputusan absolut 

GI ataupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari Perjanjian ini dan dapat 

berubah sewaktu-waktu. 

d. Bila di kemudian hari ada ketidak sepahaman atau perseteruan antara GI atau pun 

AKAB dan Mitra mengenaipembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar 

oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibeban kan kepada GI ataupun 

AKAB, ditetapkan oleh GI ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian 

ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GI ataupun AKAB maupun 

Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik 

melalui Aplikasi GO-JEK atau pun melalui media lainnya). 

e. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang 

timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4. Kode Etik dan Kewajiban Mitra 

a. Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi 

kode etik yang ditetapkan oleh GI ataupun AKAB sebagaiberikut: 

1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalulintas, undang-undang dan 

peraturan hukum yang berlaku; 

2. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan 

kepada Mitra oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan diatur lebih 

lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk mengenakan kepada 

Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI; 

3. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, 

menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan 

memelihara jaket dan helm yang disediakan GI; 

4. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkotika atau 

pun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh; 
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5. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayan, penghinaan, penipuan 

atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerjalainnya atau pun 

pihak ketiga lainnya; 

6. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat 

diancam hokuman pidana; 

7. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan 

perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerjal ainnya 

berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahayak  emasing-masing pihak; 

8. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena 

kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GI atau pun 

AKAB maupun karyawan dan afiliasidari GI dan AKAB; 

9. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberi kan kepada 

Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan 

disetujui oleh GI ataupun AKAB; 

10. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang 

diberikan oleh GI ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun 

melalui cara lainnya, karyawan dari GI atau pun AKAB maupun afiliasi GI 

ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB, 

sebagaimana berlaku; 

11. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk 

namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari 

harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui 

Aplikasi GO-JEK; 

12. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hokum atau pun 

dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku. 

b. Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera 

apabila Mitra melakukan pelanggaran atas perjanjian ini dan/atau kode etik yang 

telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/ 

atau kodeetik yang dilakukan oleh mitra GI maupun AKAB lainnya. 

c. Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh 

kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra 

dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada 

saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyedia 

jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra. 
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Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GI maupun AKAB tidak bertanggung 

jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi 

kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan property 

sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun 

penyediaan jasa oleh Mitra 

Kepada Konsumen. Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan, kewajiban, ataukerugian yang timbul karena penggunaan atau 

ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidak mampuan Mitra 

mengakses atau menggunakanAplikasi GO-JEK 

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan gantirugi (apabila 

ada kerugian) kepada GI, AKAB, para karyawan GI, para karyawan AKAB, afiliasi 

dari GI maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang 

mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagai mana dinyatakan dalam pasal 

ini. 

d. Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini 

maupun kode etik yang ditetapkan oleh GI maupun AKAB maupun dalam hal Mitra 

tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, GI 

maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam 

bentuk yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas 

kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra 

kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun 

memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) 

maupun pidana, sebagaimana berlaku. 

4. KEBERLAKUKAN PERJANJIAN 

a. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahu nsejak tanggal Mitra mengklik persetujuan 

secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri 

oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode 

keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya 

periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini. 

b. GI maupun AKAB berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-

waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan 

ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Mitra dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir masa berlakunya dengan 

mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada GI dan AKAB selambat-

lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjianini. 
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d. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya 

Perjanjian, Mitra wajib mengembalikan semua perlengkapan yang dipinjamkan oleh 

GI maupun AKAB kepada Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jaket dan 

helm GI, dan melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada GI, AKAB 

maupun pihak ketigalainnya yang terkait termasuk tagihan Ponsel Pintar yang 

terhutang apabila ada kepada GI dan/atau Vendor. Pada saat Mitra mengembalikan 

perlengkapan kepada GI ataupun AKAB dan melunasi setiap jumlah yang terhutang, 

GI atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah 

diserahkan oleh Mitra kepada GI atau AKAB pada waktu pendaftaran Aplikasi GO-

JEK maupun yang mungkindiminta oleh GI maupun AKAB dari waktu kewaktu. GI 

maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang 

telah diserahkan oleh Mitra kepada GI maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir 

dalamhalnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada GI ataupun 

AKAB yang belum dipenuhi oleh Mitra. 

e. Mitra mengetahui dan menyetujuibahwa GI, berdasarkan hak yang diberikan oleh 

AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra 

kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK dalam halnya Perjanjian ini 

diakhiri. 

5. KETENTUAN LAIN 

1. Penyelesaiansengketa. 

a. Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, 

atau tindakan hokum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap 

gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa 

yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GO-JEK. 

b. Apabila timbu perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan dari 

Perjanjian ini maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 

dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara 

musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan 

dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak 

GI atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata 

maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

2. Kontrak elektronik 

a. Para Pihaksetuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak 

Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk 
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pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, 

mengikat para pihak dan dapat diberlakukan. 

b. Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan 

tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian 

ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik. 

c. Para Pihaksetuju dan sepakatbahwasegalaperubahan, amandemen atas Perjanjianini 

dan Persyaratan (termasuksyarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur fitur lain 

dalam Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GI ataupun AKAB 

atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah 

satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik. 

Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah GI atau AKAB 

mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi GO-JEK 

ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GI ataupun AKAB dan Mitra 

menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atasAplikasi 

GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan GI ataupun AKAB setelah 

tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan 

diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah 

diubah atau ditambahkan. 

3. Penggunaan Informasi Pribadi 

a. Mitra menyetujui bahwa GI ataupun AKAB berhak untuk mengumpulkan dan 

menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, 

informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada informasi pribadi yang 

diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran Aplikasi GO-JEK (yaitu, nama, 

alamat, keterangan Surat Izin Mengemudi, nomor telefon, rekening bank Mitra 

dan lainnya), informasi mengenail okasi Mitra yang dapat diketahui melalui 

Aplikasi GO-JEK, informasi mengenai transaksi Mitra melalui Aplikasi GO-

JEK, maupun informasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada 

memberikan atau pun penyebar luasan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga 

manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada petugas yang 

memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat 

termasuk kecelakaan, yang melibatkan Mitra dan Konsumen dan informasiatau 

data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik 

maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil GI ataupun AKAB. 

b. Mitra dilarang untuk menyebar luaskan atau membagi setiap informasi yang 

didapatkan olehnya melalui penggunaan Aplikasi GO-JEK, baikin formasi 
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mengenai GI ataupun AKAB maupun mengenai Konsumen, kepada pihak ketiga 

manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB 

sebelumnya. 

 

 

4. Pengalihan 

Mitra dilarang menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau 

sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GI ataupun AKAB. Mitra 

memberikan persetujuan kepada GI ataupun AKAB untuk dapat menetapkan atau 

mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak 

terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak yang membelisaham, 

usaha atau aset GI ataupun AKAB; atau (iii) penerus dari badan usaha GI ataupun 

AKAB dikarenakan sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada 

penggabungan, pemisahan, dan pengambilalihan). 

5. Keterpisahan 

Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat 

dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan 

atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian 

ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian 

ini tidakakan terpengaruhi. 

Dalam hal ini,  pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak 

berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, 

dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti 

bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan 

sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini. 

6. Keseluruhan dan keberlanjutan perjanjian 

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahamanantara Mitra 

dengan GI dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar 

dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra 

dengan GI dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal 

Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian serupa 

dengan GI, maka perjanjian tersebutakan dilanjutkan dan digantikan dengan 

Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 

7. Persetujuan Para Pihak 
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Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GI, AKAB 

dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. 

Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka 

GI, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti 

serta menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan 

melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab. 
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